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Ade Khoerunnisa, 2021, The Effect of Flypaper Effect on Regional 
Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and 
Revenue Sharing Funds on Regency/City Regional Expenditures at the 
Pekalongan Residency Level in 2016-2019. 
Modernization of the public sector coupled with openness has become an 
absolute requirement in Indonesia. This condition resulted in an increase in the 
provisions of transparency and accountability in determining the financial control 
of the central and local governments. The purpose of this study was to determine 
the effect of the Flypaper Effect on Regional Original Income, General Allocation 
Funds, Special Allocation Funds and Revenue Sharing Funds on Regency/City 
Regional Expenditures at the Pekalongan Residency Level in 2016-2019. 
This research is in the form of quantitative descriptive research. The method 
used is census. The population and sample in this study are Regency/City Budget 
Realization Reports at the Pekalongan Residency Level, as many as 7 
Regencies/Cities for 4 Years (2016-2019). The sampling technique used was 
saturated sampling. The type of data used is secondary data. The analytical 
technique used in this study is multiple linear regression analysis using the SPSS 
version 22 program. 
The results of the study show that (1) Regional Original Income has no 
effect on Regional Expenditures. (2) The General Allocation Fund has a positive 
effect on Regional Expenditures. (3) The Special Allocation Fund has a positive 
effect on Regional Expenditures. (4) Revenue Sharing Funds have no effect on 
Regional Expenditures. (5) There has been a Flypaper Effect phenomenon on 
Regency/City Regional Expenditures at the Pekalongan Residency Level in 2016-
2019. It is evidenced by the results of the standard coefficient of beta of Regional 
Original Revenue of 0.107, which is smaller than the value of the standard 
coefficient of beta of the General Allocation Fund of 0.891. While the t-count 
value of PAD of 1.573 is also smaller than the t-count value of DAU of 13,054. 
 









Ade Khoerunnisa, 2021, Pengaruh Flypaper Effect Pada Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi 
Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan 
Pekalongan Tahun 2016-2019. 
Modernisasi sektor publik dibarengi keterbukaan sudah jadi ketentuan 
mutlak di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan mengenai ketentuan 
transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan pengendalian keuangan 
pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
Pengaruh Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan Tahun 2016-2019. 
Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah sensus. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan, 
sebanyak 7 Kabupaten/Kota selama 4 Tahun (2016-2019). Teknik pengambilan 
sampel menggunakan sampling jenuh. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Daerah. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh 
positif terhadap Belanja Daerah. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif 
terhadap Belanja Daerah. (4) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja 
Daerah. (5) Telah Terjadi fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan pada Tahun 2016-2019. 
Dibuktikan dengan hasil nilai koefisien standar beta Pendapatan Asli Daerah 
sebesar 0,107 lebih kecil dari nilai koefisien standar beta Dana Alokasi Umum 
sebesar 0,891. Sedangkan nilai t hitung dari PAD sebesar 1,573 juga lebih kecil 
dari nilai t hitung DAU sebesar 13,054. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Modernisasi1 sektor1 publik1 dibarengi keterbukaan sudah jadi ketentuan 
mutlak di Indonesia. Wilayah Indonesia terbagi menjadi wilayah provinsi 
dan wilayah provinsi juga dipecah lagi menjadi beberapa wilayah kecil 
(Kansil, 2008). Kondisi seperti ini mengakibatkan peningkatan mengenai 
ketentuan transparansi dan akuntabilitas. Kedua perspektif tersebut 
menentukan pengendalian pemerintah, termasuk pengendalian keuangan 
pusat dan daerah (Wahyuni & Supheni, 2017). Pemerintah pusat memiliki 
kewajiban menanggung sumber daya keuangan dalam membiayai otonomi 
tersebut. 
Adapun yang menjadi pemicu diterapkannya otonomi daerah yaitu 
ketidakseimbangan pembangunan yang berlangsung sejauh ini sehingga 
mengakibatkan kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah (Astuti & 
Mildawati, 2019). Bukan hanya itu, ada juga hambatan pengembangan yang 
dimiliki oleh daerah. Bagi aparatur pemda yang berperan di dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, esensi otonomi daerah menjadi 
penentu utama. Pembaharuan sistem pemerintahan daerah mengenai 
pembangunan perekonomian bisa diamati dari segi regulasi, kebijakan dan 






Otonomi daerah merupakan pengalihan otoritas dari pusat ke daerah 
bersifat fungsional mengenai sistem administrasi pemerintahan (Widjaja, 
2005). Otonomi daerah sebagai sistem pemerintahan desentralisasi 
diterbitkan pemerintah pusat lewat UU No. 23/2014 yang membahas 
mengenai Pemda. Agar pengaturan otonomi daerah berjalan efektif dan 
konsisten, proporsi keuangan pemerintah pusat dan pemda harus diatur 
dalam perundang-undangan (Kansil, 2008). Perimbangan terkait finansial di 
antara pusat dan pemda diatur pada UU No. 33/2004. 
Berlakunya undang-undang mengenai proporsi finansial pusat dan 
daerah telah menjadikan transformasi yang berlandaskan prosedur 
pengendalian pemda dengan memberikan kesempatan baru akan kesadaran 
dalam mengembangkan daerah secara maksimum, bukan hanya terfokus di 
titik pusat. Undang-undang tersebut menjelaskan pengimplementasian 
otoritas pemda, pemerintah pusat akan menggeser dana perimbangan kepada 
pemda secara terbuka dan tepat guna sebagai upaya dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah dengan melihat kapasitas, keadaan, serta keperluan daerah 
masing-masing. 
Pemerintah daerah akan diberi kekuasaan ekstensif untuk mengatur 
daerahnya sendiri dengan meminimalisir intervensi dari pemerintah pusat. 
Disinkronkan dengan keperluan dan keinginan masyarakat yang berada di 
daerah, pemda memiliki kepemimpinan dan kekuasaan yang lebih besar 
dalam pemanfaatan sumber daya keuangannya. Dihadapkan dengan situasi 





memantapkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan baik. Hal 
ini mutlak diwajibkan agar terlepas dari ketergantungan pemerintah pusat 
dan menjadi daerah yang mandiri. 
Pembiayaan pengelolaan pemerintahan berlandaskan desentralisasi 
yang dijalankan atas beban Anggaran1 Pendapatan1 Belanja1 Daerah1 (APBD). 1 
Berkaitan dengan1 pengendalian finansial daerah1 mendeskripsikan APBD 1 
sebagai rancangan finansial tahunan pemda yang dibuat serta disepakati 
Pemda beserta DPRD kemudian diresmikan melalui Perda sesuai dengan PP 
No. 58/2005. Tujuan APBD adalah mendukung pemerintah daerah dalam 
mencapai tujuan perpajakan dan menciptakan prioritas belanja pada 
pemerintah daerah. 
Anggaran adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan kinerja 
pendapatan dan belanja yang ditampilkan dalam bentuk indikator keuangan 
yang akan direalisasikan dalam kurun waktu tertentu dengan memasukkan 
data tahun sebelumnya sebagai wujud pengawasan dan evaluasi kinerja 
(Halim & Kusufi, 2014). Mardiasmo (2009) menyatakan bahwasannya 
anggaran sektor publik sangat menentukan karena beberapa pertimbangan, 
diantaranya anggaran diperlukan agar dapat meyakinkan bahwa pemerintah 
sudah memenuhi kewajibannya terhadap rakyat. Perihal tersebut, anggaran 
dijadikan suatu instrumen oleh instansi umum untuk mewujudkan 
akuntabilitas publik yang jelas. 
Belanja daerah menurut UU No. 33/2004 adalah seluruh utang daerah 





anggaran. Belanja daerah mencakup seluruh belanja berasal dari Rekening 
Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja tersebut akan dipotong dari aset lancar 
dan menjadi likuiditas daerah dalam satu periode anggaran (Ernayani, 
2017). Pemerintah daerah memiliki kekuasaan menarik pajak atau kelola 
Sumber Daya Alam (SDA). Perolehan kapitalisasi daerah melingkupi 
Pendapatan1 Asli1 Daerah1 (PAD), Dana1 Perimbangan1 (DAU, DAK dan 
DBH). Anggaran transfer tersebut merupakan imbas dari ketidakmerataan 
kapasitas finansial dan ekonomi setiap daerah. Tujuan dana transfer 
mempersempit ketimpangan fiskal pemerintah dan memastikan 
terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat umum. 
Pemerintah daerah wajib ikut serta memaksimalkan penerimaan 
daerah sebagai pemenuhan keperluan dan meningkatkan pelayanan umum. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber utama diantara banyaknya 
penerimaan pemda sebagai upaya menciptakan prasarana setiap daerah. 
Perolehan PAD didapat dari pungutan WP dan retribusi per wilayah, aset 
wilayah yang dikelola sendiri serta berbagai perolehan lainnya yang sah. 
Pemda diminta lebih mengoptimalkan dan mengeksplorasi PAD sendiri 
dengan memanfaatkan kapasitas yang dimiliki supaya mampu dalam 
membiayai seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur daerah lewat 
distribusi belanja daerah pada APBD (Astuti & Mildawati, 2019). Kuantitas 
belanja daerah juga tergantung kapasitas PAD. 
Pemda juga bisa menggunakan anggaran transfer berupa Dana 1 





yaitu1 pendapatan dari APBN yang digunakan untuk menyetarakan potensi 
finansial antar daerah guna menyediakan dana untuk kebutuhan daerah 
sebagai upaya perwujudan desentralisasi. Fungsi lain dari DAU yaitu 
menutupi permasalahan yang timbul akibat permintaan lebih besar 
dibandingkan dengan kapasitas. Seluruh DAU tersebut minimal 26% 
perolehan bersih dalam negeri yang dialokasikan dalam APBN (Ferdiansyah 
et al., 2018).  
Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu komponen dari perimbangan, 
didapatkan juga melalui APBN kemudian didistribusikan ke wilayah yang 
telah ditentukan, tujuannya mengakomodasi dalam menyelenggarakan 
program khusus yang sejalan dengan prioritas nasional. Lebih spesifiknya 
menjamin kebutuhan sarpras pelayanan bagi masyarakat yang belum 
mencapai standar tertentu atau sebagai upaya dalam mendesak laju 
pengembangan infrastruktur daerah. 
Dijelaskan dalam UU mengenai Perimbangan, pemda yang 
memperoleh DAK wajib memperhitungkan dan menyisihkan dana paling 
tidak 10% dari porsi DAK pada APBD. Wilayah yang pengeluarannya lebih 
besar dari pendapatan tidak diperkenankan mencadangkan dana 
penyesuaian. Harus diperhatikan bahwasannya tidak seluruh daerah 
memperoleh pembagian DAK, karena DAK sendiri bermaksud untuk 
menyeimbangkan dan memperbaiki keadaan infrastruktur fisik di daerah 





Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan UU Perimbangan merupakan 
alokasi dana dari APBN untuk daerah otonom yang ditetapkan berdasarkan 
persentase dalam rangka realisasi otonomi daerah. Fungsi DBH yaitu 
mengurangi terjadinya ketimpangan antara pusat serta daerah dan juga 
memberikan perhatian terhadap wilayah penghasil. Ada dua jenis DBH 
pemberian dari pusat ke daerah, yaitu DBH bukan pajak (SDA) serta DBH 
pajak. 
Sesuai dengan UU PPh No. 17/2000 terhitung dari periode anggaran 
2001, setiap daerah memungut DBH dari WPOP (PPh 21 dan 25/29). 
Tujuan dari penetapan PPh pribadi menjadi sasaran pembagian hasil yaitu 
kompensasi serta pembanding setiap daerah yang tidak mempunyai SDA, 
namun berpartisipasi besar bagi pendapatan negara. Kapasitas penerimaan 
pajak di daerah berhubungan sangat erat dengan besaran tingkat penerimaan 
sebagai landasan pajak. 
Flypaper effect adalah keadaan yang terjadi manakala pemda 
membelanjakan belanja daerah lebih condong memakai anggaran transfer 
pusat yang dialokasikan menggunakan DAU. Flypaper effect adalah suatu 
obstruksi dalam perwujudan otonomi daerah karena belum terciptanya 










Anggaran dan Realisasi 1 Pendapatan1 Asli1 Daerah, Dana1 Perimbangan1 
dan1 Belanja1 Daerah1 di Tingkat Karesidenan Pekalongan 
Tahun 2018 dan 2019 
Tahun Akun Anggaran Realisasi 
2018 PAD Rp. 02.093.118.212.341 Rp. 02.022.754.509.666 
2019 PAD Rp. 02.207.372.691.205 Rp. 02.251.187.557.825 
2018 DAPER Rp. 08.364.232.588.000 Rp. 08.335.051.326.325 
2019 DAPER Rp. 08.917.388.965.000 Rp. 08.726.184.160.846 
2018 BD Rp. 13.870.766.867.549 Rp. 13.373.163.632.930 
2019 BD Rp. 15.138.098.253.256 Rp. 14.373.727.784.702 
Sumber : APBD Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang Diolah, 2021 
Fenomena yang terjadi di tahun 2018, Kabupaten Tegal menempati 
posisi pertama sebagai daerah dengan perolehan PAD tertinggi yaitu sebesar 
372,28 miliar. Disusul oleh Kabupaten Brebes dengan perolehan PAD 
sebesar 346,91 miliar. Posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Pekalongan 
dengan perolehan PAD sebesar 311,29 miliar. Diikuti Kabupaten Pemalang 
dengan perolehan PAD sebesar 300,48 miliar, kemudian Kota Tegal dengan 
perolehan PAD sebesar 275,02 miliar. Kabupaten Batang dengan perolehan 
PAD sebesar 237,55 miliar dan yang terakhir Kota Pekalongan dengan 
perolehan PAD sebesar 179,22 miliar. 
Pada tahun 2019, Kabupaten Tegal kembali menempati urutan 
pertama dengan perolehan PAD sebesar 436 miliar. Posisi kedua masih 
ditempati Kabupaten Brebes dengan perolehan PAD sebesar 379,09 miliar. 
Berbeda dengan tahun 2018, posisi ketiga dengan perolehan PAD tertinggi 





oleh Kabupaten Pekalongan dengan perolehan PAD sebesar 341,34 miliar. 
Kota Tegal dengan perolehan PAD sebesar 285,58 miliar. Kabupaten 
Batang dengan perolehan PAD sebesar 245,84 miliar dan posisi terakhir 
dengan perolehan PAD terendah ditempati oleh Kota Pekalongan sebesar 
212,77 miliar. 
Dilihat dari tabel perbandingan antara anggaran dan realisasi di atas, 
ditemukan beberapa permasalahan. Pertama mengenai ketidaksesuaian 
antara alokasi dan anggaran, akibat kurangnya pengoptimalan pengelolaan 
APBD serta banyaknya pemda yang belum memusatkan program prioritas. 
Prosentase dana perimbangan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan 
daerah. Artinya pemda belum bisa mandiri secara finansial, karena taraf 
ketergantungan pemda terhadap asupan dana dari pusat dalam 
merealisasikan belanja daerah relatif tinggi.  
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kelemahan 
pengelolaan anggaran yaitu “dalam penerapannya kurang lebih 70% APBD 
dipakai untuk membiayai kebutuhan fungsional pemda yang menjadikan 
rakyat kurang maksimum dalam memperoleh manfaat APBD yang hanya 
sekitar 30%” (www.kemenkeu.go.id, 2019). Pemerintah daerah diharapkan 
lebih intens mengeksplorasi berbagai sumber daya daerah, meningkatkan 
pemungutan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya untuk 
meminimalisir tingkat ketergantungan transfer dana dari pusat. 
Beberapa studi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 





terhadap1 Belanja1 Daerah1 sudah banyak dilakukan, seperti studi yang 
dilakukan oleh (Rianti & Kurnia, 2020), (Fadilah & Helmayunita, 2020), 
(Astuti & Mildawati, 2019), (Asari & Suardana, 2018), (Ekaningtias, 2016), 
(Ernayani, 2017), (Mulyati & Yusriadi, 2017) dan (Kurniawan, Ratnanto, 
Widodo, & Santosa, 2019) menyatakan ada hubungan substansial antara 
PAD, DAU1 dan1 DAK terhadap1 Belanja1 Daerah. Ada perbedaan dari hasil1 
riset yang sudah dilaksanakan (Amalia, Nor, & Nordiansyah, 2015) dan 
(Wahyuni & Supheni, 2017), keduannya mengungkapkan bahwasannya 
PAD tidak memiliki keterkaitan terhadap Belanja Daerah. 
Atas dasar pengkajian yang tertera, dengan ini penulis1 tertarik1 untuk1 
melangsungkan riset dengan1 judul1 “Pengaruh Flypaper Effect Pada 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 
dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan 
Pekalongan Tahun 2016-2019)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Atas dasar latar1 belakang1 masalah di1 atas, maka1 penelitian1 ini1 
dirumuskan sebagai1 berikut1 : 
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan? 
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja 





3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan? 
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap positif Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan? 
5. Apakah terjadi fenomena Flypaper Effect pada pengaruh PAD dan 
DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan 
Pekalongan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Atas dasar rumusan masalah1 di1 atas, maka1 tujuan1 dalam penelitian1 
ini1 adalah1 : 
a. Untuk mengetahui pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan. 
b. Untuk mengetahui pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan. 
c. Untuk mengetahui pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan. 
d. Untuk mengetahui pengaruh positif Dana Bagi Hasil terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan. 
e. Untuk mengetahui apakah terjadi fenomena Flypaper Effect pada 
pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di 






D. Manfaat Penelitian 
Atas dasar tujuan1 penelitian1 di1 atas, penelitian1 ini1 diharapkan 1 
akan menghasilkan manfaat 1 antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
Riset dibuat dengan harapan bisa meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman bagi khasanah ilmu ekonomi dan bisnis khususnya 
yang berkaitan dengan bidang akuntansi dalam membahas 
mengenai pengaruh1 Flypaper1 Effect1 pada1 PAD, DAU, DAK1 dan1 
DBH terhadap1 Belanja1 Daerah.1 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah 
Riset 1 diharapkan1 mampu memberi masukan kepada pemda 
Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan dalam 
menyusun kebijakan guna lebih intens dalam menggali 
berbagai sumber potensi daerah dan meningkatkan 
pemungutan pajak daerah serta PAD lainnya sebagai upaya 
meminimalisir tingkat ketergantungan asupan dana dari 
pusat. 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi, 
pustaka acuan, penambahan informasi maupun perbandingan 





Flypaper1 Effect1 pada1 PAD, DAU, DAK1 dan1 DBH terhadap1 
Belanja1 Daerah.1 
c. Bagi Peneliti 
Riset ini nantinya dapat memberikan solusi dalam 
memecahkan masalah, mengkaji dan meneliti persoalan 
mengenai pengaruh1 Flypaper1 Effect1 pada1 PAD, DAU, DAK1 























A. Landasan Teori 
1. Agency Theory 
Teori1 keagenan1 menyatakan1 perselisihan di antara principal 
(Pemerintah Pusat) dan agent (Pemerintah Daerah) disebabkan karena 
adanya asimetri informasi (Fadilah & Helmayunita, 2020). Disadari atau 
tidak di pemda ditemukan adanya asosiasi dan permasalahan mengenai 
keagenan (Halim & Abdulah, 2006). Teori agensi merupakan teori yang 
menerangkan mengenai ikatan perjanjian antara dua kelompok, yaitu 
pemberi otoritas dengan penerima otoritas (Permana & Rahardjo, 2013). 
Teori keagenan memperkirakan bahwa agent dan principal memiliki 
kepentingan masing-masing pada saat menjalankan kontrak kerja. 
Keterkaitan pada riset ini, Agency Theory dipergunakan sebagai 
gambaran interaksi pemerintah pusat dengan daerah. Pemda dalam 
melakukan kemandirian wilayah belum dapat lepas dari pemantauan 
pusat karena pemerintah pusat per tahunnya akan memberi anggaran 
untuk masing-masing wilayah. Serta ikatan pihak eksekutif (pemda) 
dengan pihak legislatif (DPRD). Prosedur mengenai penataan anggaran 
daerah, pemda selaku pihak eksekutif membuat RAPBD setelah itu 






2. Stewardship Theory 
Teori Stewardship menggambarkan situasi dimana 
pengelolaan dalam pemerintah lebih mementingkan tujuan 
kepentingan organisasi dan pasti tidak termotivasi kepentingan 
individu. Teori tersebut menjelaskan bahwa ada keterkaitan yang 
erat antara kepuasan dan pencapaian keberhasilan dalam organisasi. 
Pencapaian keberhasilan dalam organisasi menunjukan 
maksimalisasi utilitas gabungan principal dan management. Upaya 
dalam mengoptimalkan fungsi gabungan ini hasil keputusannya 
akan mengembangkan relevansi personal yang ada dalam 
gabungan. Suatu negara tentu saja membutuhkan peraturan, tidak 
memungkinan jika suatu negara berdiri tanpa adanya aturan. 
Alasan dasar adanya aturan di suatu negara karena terdapat 
ketidaksamaan relevansi, maka dari itu untuk menyelaraskan 
perbedaan inilah peraturan disusun sebagaimana mestinya agar 
tingkah laku manusia dapat terkendali (Astuti & Mildawati, 2019). 
Teori Stewardship memberikan pandangan bahwa di dalam 
sebuah organisasi yang kuat terdapat kepuasan pemilik. Pemerintah 
akan bekerja semaksimal mungkin mengemban amanah agar 
sampai pada tujuan pemerintah yaitu memajukan kesejahteraan 
masyarakat. Akuntansi sebagai alat utama informasi1 keuangan1 
(driver),1 seiring berkembangnya transaksi1 yang1 semakin1 canggih 





akuntansi1 serta pertumbuhan lembaga sektor publik. Keterlibatan 
teori stewardship dalam riset ini menjelaskan keberadaan pemda 
sebagai lembaga yang dapat diandalkan, welcome dalam menerima 
aspirasi masyarakat, memaksimalkan pelayanan yang terbaik 
kepada publik serta mempertanggungjawabkan keuangan sehingga 
target ekonomi dapat terwujud dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara maksimum (Astuti & Mildawati, 2019). 
 
3. Otonomi Daerah 
Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah 
pusat ke daerah otonom. Otonomi daerah yaitu kekuasaan daerah 
untuk mendirikan dan mengelola kebutuhan rakyat (Widjaja, 
2005). Berdasarkan UU No. 32/2004 otonomi daerah merupakan 
pengalihan otoritas pemerintah guna mengontrol dan 
menyelesaikan permasalahan pemerintahan. Pencapaian1 otonomi1 
tidak1 hanya1 dalam1 pemberitahuan1 hukum, 1 tetapi1 juga1 kebutuhan1 
globalisasi1 yang1 diperkuat 1 dengan1 pemberian1 kewenangan1 daerah1 
yang1 lebih1 besar. Otonomi1 daerah1 memiliki1 beberapa1 nilai1 dasar 1 
diantaranya kebebasan,1 partisipasi serta efektivitas1 dan1 efisiensi. 
Otonomi1 daerah1 yang dilakukan pusat ke daerah bersifat 
global, riil serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 
implementasi otonomi daerah, pemda wajib mematuhi empat dasar, 





finansial antara pusat dan daerah (Rianti & Kurnia, 2020). Menurut 
Bastian (2006) otonomi utama mencakup empat perspektif yaitu 
ekonomi, hukum, politik dan budaya. 
Otonomi daerah memiliki tujuan sebagai distribusi regional 
yang setara dan adil, mendorong pemberdayaan masyarakat serta 
menjaga hubungan agar tetap selaras antara pusat, wilayah dan 
antar wilayah terhadap moralitas Republik Indonesia. Hak daerah 
dalam menjalankan otonomi daerah diantaranya mengendalikan 
dan menata sendiri kegiatan pemerintahannya, menetapkan 
pimpinan wilayah, menata perangkat wilayah, mengoperasikan 
kekayaan wilayah, menarik iuran WP dan retribusi daerah, 
menerima bagi hasil serta berbagai perolehan lain yang menjadi 
ketetapan dalam perundangan. 
 
4. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan1 Asli1 Daerah1 (PAD) atau bahasa inggrisnya 
disebut Local Government Revenue merupakan seluruh perolehan 
yang berasal dari perekonomian daerah sendiri. Sumber-sumber 
PAD melingkupi hasil pungutan pajak dan retribusi daerah, hasil 
pemisahan pengelolaan aset daerah serta PAD lainnya (Wahyuni & 
Supheni, 2017). Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber 





menciptakan infrastruktur daerah sebagai cerminan tingkat 
kemandirian suatu daerah.  
Secara umum, terdapat dua jenis sumber penerimaan daerah 
yang dibedakan: pertama, sumber penerimaan yang ada, 
sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan kedua, sumber 
penerimaan yang akan datang bersifat potensial atau terpendam dan 
hanya akan diperoleh setelah diupayakan. Selain mencari sumber 
penerimaan, hal yang harus diupayakan pemda adalah 
memanifestasikan sumber penerimaan baru. Sumber penerimaan 
baru bisa didapatkan melalui program perekonomian daerah 
inovatif, program kerjasama pemda dengan pihak eksklusif dan 
lain-lain (Mahmudi, 2010). 
Tolak ukur utama dalam menyukseskan implementasi 
otonomi daerah bisa dicermati dari PAD. Pendapatan Asli Daerah 
didapatkan dengan mengeksplorasi seluruh sumber potensi daerah. 
Semakin tinggi prosentase PAD maka taraf kemandirian semakin 
baik. Penerimaan asli daerah yang dimiliki setiap wilayah tidaklah 
sama sesuai dengan kuantitas potensi wilayah serta kemampuan 
dalam menggali dan mengelola SDA (Rianti & Kurnia, 2020). 
Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut lebih intens 
mengupayakan serta memanfaatkan peluang untuk dijadikan 






5. Dana Alokasi Umum 
Dana1 Alokasi1 Umum1 (DAU) bagian dari1 perimbangan1 DAU 
bersumber1 dari1 Anggaran1 Pendapatan1 Belanja1 Negara1 (APBN) 
yang nantinya di distribusikan ke provinsi1 dan1 kabupaten/kota1 
dalam mengupayakan penyamaratakan kapasitas finansial. 
Pengalokasian DAU memperhatikan potensi wilayah, geografi, 
kuantitas penduduk dan tingkat penghasilan masyarakat yang 
akhirnya dapat meminimalkan kesenjangan antara daerah 
berkembang dan tertinggal (Widjaja, 2005). 
Seluruh DAU paling tidak 26% dari PDN (bersih) yang 
diatur dalam1 APBN. Pembagian DAU diantara provinsi1 dan1 
kabupaten/kota1 dikalkulasikan atas pertimbangan antara1 kegiatan 
pemerintahan yang dijadikan kewenangan provinsi1 dan1 
kabupaten/kota. Penetapan perbandingan yang dimaksudkan belum 
bisa diperhitungkan dengan paten, maka dari itu DAU provinsi1 dan1 
kabupaten/kota1 hitung1 dengan1 skala perbandingan 10%1 banding 
90%.1 
Pendistribusian DAU1 pada wilayah yang1 memiliki1 kapasitas 
fiskal1 banyak namun1 kebutuhan1 fiskalnya1 sedikit akan1 mendapat 
kuota DAU dengan nominal sedikit (Ekaningtias, 2016). DAU 
bersifat block grant, berarti pemda bisa memanfaatkan DAU 
disesuaikan dengan kepentingan dan keperluan wilayah masing-





masyarakat 1 (Fadilah & Helmayunita, 2020). DAU dipergunakan 
untuk menutupi celah akibat pengeluaran yang melampaui 
kapasitas pendapatan daerah (Wahyuni & Supheni, 2017). 
 
6. Dana Alokasi Khusus 
Dana1 Alokasi1 Khusus1 (DAK) yaitu pendistribusian APBN 
bagi provinsi1 dan1 kabupaten/kota1 terpilih guna mendanai rencana 
tertentu yang sejalan dengan urusan pemda dan sinkron dengan 
prioritas utama (Widjaja, 2005). Wilayah terpilih yang 
mendapatkan DAK diwajibkan memenuhi kriteria umum, khusus 
dan teknis. Porsi penerimaan DAK setiap wilayah berbeda-beda 
ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN. Dana Alokasi Khusus 
tidak boleh dipergunakan sebagai pembiayaan tata kelola kegiatan, 
pengadaan aktivitas fisik, observasi, training maupun dinas ke luar. 
Wilayah penerima distribusi DAK harus mencadangkan anggaran 
APBD paling tidak 10% dari pengalokasian. 
Pendistribusian DAK dialokasikan ke daerah tertentu atas 
dasar usulan daerah yang berisikan rancangan berkaitan dengan 
kegiatan dan estimasi biaya yang direkomendasikan kepada 
Menteri Teknis, nantinya akan diajukan konsep berupa proposal 
mengenai agenda kegiatan pembiayaan per tahun dan multi tahunan 
di berbagai bidang maupun pembiayaan (Astuti & Mildawati, 





pengembangan, pembuatan maupun renovasi sarpras guna 
melayani masyarakat.  
 
7. Dana Bagi Hasil 
Dana1 Bagi1 Hasil1 (DBH) yaitu1 bagian anggaran APBN yang 
nantinya akan dibagikan kembali untuk wilayah dengan prosentase 
tertentu. Tujuan DBH yaitu memulihkan keselarasan antara pusat 
dan daerah dengan melihat kapasitas wilayah penghasil. Pembagian 
DBH dari pusat menuju daerah provinsi1 dan1 kabupaten/kota1 
tercantum di Permendagri (Ernayani, 2017). Perolehan Bagi Hasil 
diklasifikasikan jadi dua yaitu DHB SDA dan DBH pajak. 
Perolehan DHB pajak dari pajak 1 bumi1 dan1 bangunan, pajak 1 
penghasilan1 dan1 cukai1 hasil1 tembakau. Perolehan DBH SDA 
terdiri dari perhutanan, minyak serta gas, kelautan, panas bumi 
serta mineral dan batubara. Alokasi DBH untuk daerah sendiri 
yaitu 90% dengan perincian: 16,2% porsi daerah pemprov, 
kemudian 64,8% kabupaten/kota dan terakhir sisanya 9% untuk 
biaya pengakumulasian.  
 
8. Belanja Daerah 
Menurut 1 UU1 No. 33/2004 Belanja1 Daerah1 yaitu total 
likuiditas daerah1 dikurangkan dari nilai aset bersih untuk suatu 





yang mengurangi modal saat ini dan juga likuiditas daerah pada 
suatu periode buku yang tidak diperkenankan untuk menerima 
pengembalian. Belanja daerah tersusun atas dasar strategi perkiraan 
kinerja dengan titik pusat perolehan hasil dari perhitungan masukan 
yang sudah menjadi planning lebih dahulu (Rianti & Kurnia, 
2020). Rencana belanja daerah lebih diprioritaskan guna mencapai 
keefektifan pengoperasian tugas dan fungsi tiap-tiap SKPD sebagai 
upaya pemenuhan kewajiban kepada daerah1 yang1 menjadi1 sebuah1 
keharusan (Solikin,1 2016). 
Belanja daerah atas dasar pengelompokan belanja melingkupi 
belanja1 tidak1 langsung1 dan1 belanja1 langsung. Belanja1 tidak 1 
langsung1 yaitu pengeluaran termasuk dalam1 anggaran tetapi tidak 
berhubungan langsung pada penerapan rencana maupun 
pelaksanaan. Belanja langsung yaitu pengeluaran termasuk dalam 
anggaran berkaitan langsung pada penerapan rencana ataupun 
pelaksanaan (Ernayani, 2017). Belanja daerah berdasarkan 
pengelompokan ekonomi melingkupi belanja1 operasi,1 belanja1 
modal, 1 belanja1 tidak1 terduga1 dan1 transfer1 keluar.  
 
9. Flypaper Effect 
Flypaper effect merupakan suatu fenomena atau kejadian 
akibat ketidakseimbangan pengeluaran yang ditutup lebih banyak 





disebut dengan kertas layang merupakan suatu keadaan dimana 
pemda menanggapi (belanja daerah) lebih banyak memakai asupan 
dana pusat yang diproksikan menggunakan DAU dibandingkan 
PAD. Permasalahan yang sering terjadi pemda terlalu 
mengandalkan dana transfer pusat untuk mendanai belanja daerah 
dan pembangunan tanpa berusaha lebih untuk memanfaatkan 
potensi daerah yang mereka miliki, kejadian seperti ini biasa 
dikenal dengan istilah Flypaper effect. 
Flypaper effect merupakan salah satu kendala 
pengimplementasian otonomi daerah karena situasi 
memperlihatkan daerah masih memiliki ketergantungan pusat dan 
belum bisa mandiri (Subradiyah & Hidayat, 2018). Apabila dana 
transfer dari pusat bernominal besar, maka untuk periode pencairan 
selanjutnya daerah akan mengupayakan jumlah asupan transfer 
yang didapatkan relatif stabil, stabil disini dalam artian besar dan 
terus-menerus (Haryani, 2017). Menurut pandangan pusat, dana 
transfer diharapkan dapat memotivasi agar wilayah secara 
sungguh-sungguh memaksimalkan eksplorasi sumber pendapatan 









B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupakan unsur dasar acuan pada 
penyusunan penelitian ini. Manfaatnya tidak lain supaya memahami 
hasil yang telah dicapai peneliti sebelumnya yang dapat dijadikan 
sebagai sumber referensi atau bahan perbandingan. Studi Penelitian 
mengenai Belanja Daerah sudah banyak diteliti, namun hasil yang 
didapat masih belum selaras. Berikut adalah uraian dari penelitian 
terdahulu mengenai Belanja Daerah : 
Penelitian Irma Dwi April Rianti & Kurnia (2020) berjudul 
Pengaruh Flypaper Effect Pada PAD, DAU dan DAK Terhadap 
Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Timur). Penelitian ini memiliki tujuan meneliti dampak flypaper effect 
pada PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah. Flypaper effect 
yaitu kondisi bilamana pemda mendanai belanja daerah condong 
memakai dana transfer pusat ketimbang peneriman asli daerahnya. 
Jenis penelitian kuantitatif. Populasinya seluruh kabupaten/kota di 
Pemprov Jatim tahun 2014-2017. Seluruh populasi dijadikan sampel. 
Memakai data sekunder, didapatkan dari BPS Provinsi Jawa Timur. 
Penelitian Haris Fadilah & Nayang Helmayunita (2020) yang 
berjudul Analisis Flypaper Effect Pada DAU, DAK, DBH dan PAD 
Terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian 
mendapati pengaruh DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap Belanja 





Populasi 34 provinsi di Indonesia. Sampel menggunakan seluruh 
populasi. Data yang dipakai sekunder didapatkan dari website 
www.djpk.kemenkeu.go.id. Dapat ditarik kesimpulan, terjadi flypaper 
effect pada pemprov di Indonesia. 
Penelitian Liana Dwi Astuti & Titik Mildawati (2019) yang 
berjudul Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. 
Tujuan penelitian mengetahui keterkaitan PAD, DAU dan DAK 
terhadap Belanja Daerah Provinsi. Populasinya seluruh pemprov di 
Indonesia. Teknik pengumpulan sampel memakai sampling jenuh 
dengan jumlah 34 provinsi. 
Penelitian Ni Made Arni Asari & Ketut Alit Suardana (2018) 
yang berjudul PAD, Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah Pada Belanja Daerah. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui adakah pengaruh PAD, Daper dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah pada belanja daerah. Penelitian dilaksanakan di 
Pemerintahan Kabupaten Bandung. Teknik pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling artinya, melalui beberapa kriteria 
tertentu dan menghasilkan sebanyak 60 sampel. 
Penelitian Diah Ekaningtias (2016) yang berjudul Pengaruh 
PAD, DAU dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tujuan penelitian mengetahui 
keterkaitan pada PAD, DAU dan DAK untuk alokasi anggaran di 





penelitian ini 38 kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2012. Total 
sampel sama karena menggunakan sampel jenuh. 
Penelitian Rihfenti Ernayani (2017) yang berjudul Pengaruh 
PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus 
Pada 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Periode 
2009-2013). Tujuan penelitian mengetahui dan pembuktian mengenai 
pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap belanja daerah 
kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur. Populasi yang 
digunakan yaitu realisasi laporan anggaran dari 14 kabupaten/kota di 
Kalimantan Timur periode 2009-2013. Sedangkan teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling dengan keseluruhan data 
yang diteliti sebanyak 58.  
Penelitian Rony Kurniawan, Sigit Ratnanto, Danang Wahyu 
Widodo & Thomas David Santosa (2019) yang berjudul Analisis 
Flypaper Effect Dana Transfer dan PAD Terhadap Belanja daerah 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tujuan penelitian mengetahui tingkat 
ketergantungan (flypaper effect) dan pengaruh dana transfer daerah 
terhadap Belanja Daerah. Penelitian dilaksanakan pada 38 
kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2017. Berdasarkan uji t 
parsial dana transfer daerah dan PAD berpengaruh positif signifikan 
terhadap belanja daerah. Kondisi mencerminkan bahwa keberadaan 
anggaran transfer dan PAD pada setiap kota/kabupaten berkontribusi 





analisis ketergantungan anggaran dari 38 kabupaten/kota hanya ada 4 
kota/kabupaten yang tidak menunjukan flypaper effect, sisanya 
menunjukkan terjadinya ketergantungan atau terjadi flypaper effect.  
Penelitian Sri Mulyati & Yusriadi (2017) yang berjudul DBH 
dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. Tujuan 
penelitian yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh DBH dan DAU 
terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi penelitian 
diperoleh dari LKPD yang didapatkan dari data APBD sekitar 23 
Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2013-2015 dengan populasi total 
sebanyak 69 LKPD.  
Penelitian Susanti Eka Wahyuni & Indrian Supheni (2017) yang 
berjudul Flypaper Effect Pada PAD dan DAU Terhadap Belanja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Tujuan 
penelitian untuk mendapatkan jawaban mengenai pengaruh PAD dan 
DAU baik secara parsial maupun simultan terhadap Belanja pemda 
Kabupaten Nganjuk periode 2009-2013 dan apakah terjadi fenomena 
Flypaper Effect. Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Data 
yang digunakan adalah sekunder yaitu memakai LRA APBD tahun 
2009-2013 lebih spesifiknya terkait PAD, DAU dan belanja daerah.  
Penelitian Wia Rizqi Amalia, Wahyudin Nor & M. Nordiansyah 
(2015) yang berjudul Flypaper Effect Pada PAD, DAU dan DAK 
Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 





untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja 
pemda dan sekaligus membuktikan apakah efek DAU dan DAK ke 
belanja daerah pemerintah lebih besar dari pengaruh PAD terhadap 
belanja pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan 
Selatan pada periode 2009-2013. Hasil penelitian berbeda dari yang 
lain yaitu dapat disimpulkan PAD tidak berpengaruh pada belanja 
daerah, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja 
daerah. Telah terjadi fenomena flypaper effect akibat pengeluaran 
pemda di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009-
2013. 
Tabel 2.1 
Studi Penelitian Terdahulu 
No 
Nama & Tahun 
Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Irma Dwi April 
Rianti  & Kurnia 
(2020) 
Pengaruh Flypaper Effect 
Pada PAD, DAU dan 
DAK Terhadap Belanja 
Daerah (Studi Empiris 
Pada Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur) 
PAD dan DAU 
Berpengaruh Positif 
Terhadap Belanja 
Daerah. Sedangkan DAK 
Tidak Berpengaruh 
Terhadap Belanja 
Daerah. Tidak Terjadi 
Fenomena Flypaper 
Effect Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Jawa Timur 
Periode 2014-2017. 




Analisis Flypaper Effect 
Pada DAU,  DAK, DBH 
dan PAD Terhadap 
Belanja Daerah Provinsi 
di Indonesia 
DAU, DBH dan PAD 
Berpengaruh Positif 
Terhadap Belanja 
Daerah. DAK Tidak 
Berpengaruh Terhadap 
Belanja Daerah. Adannya 
Fenomena Flypaper 






Provinsi Di Indonesia. 
3. Liana Dwi Astuti 
& Titik 
Mildawati (2019) 
Pengaruh PAD, DAU dan 
DAK Terhadap Belanja 
Daerah 
PAD dan DAU 
Berpengaruh Positif 
Terhadap Belanja Daerah 
Pemerintah Provinsi Di 
Indonesia. Sedangkan 
DAK Berpengaruh 
Negatif Terhadap Belanja 
Daerah Pemerintah 
Provinsi Di Indonesia. 
4. Ni Made Arni 
Asari & Ketut 
Alit Suardana 
(2018) 
Pengaruh PAD, Dana 
perimbangan dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah Pada Belanja 
Daerah 
PAD, Dana Perimbangan 
Serta Lain-Lain 
Pendapatan Daerah Yang 
Sah Berpengaruh Positif 
Pada Belanja Daerah.  
5. Diah Ekaningtias 
(2016) 
Pengaruh PAD, DAU 
Dan DAK Terhadap 
Alokasi Belanja Daerah 
Pada Kabupaten/Kota Di 
Jawa Timur 
PAD, DAU dan DAK 
Berpengaruh Positif dan 
Signifikan Terhadap 
Belanja Tidak Langsung. 
PAD dan DAU 










Pengaruh PAD, DAU, 
DAK dan DBH Terhadap 
Belanja Daerah (Studi 





PAD Berpengaruh Positif 
Terhadap Belanja Daerah 
di 14 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan 
Timur. DAU, DBH dan 
DAK Berpengaruh 
Terhadap Belanja Daerah 
di 14 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan 
Timur. PAD, DAU, DAK 
dan DBH Secara 
Simultan Berpengaruh 
Terhadap Belanja Daerah 
di 14 Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Kalimantan 
Timur. 
7. Rony Kurniawan, 
Sigit Ratnanto, 
Analisis Flypaper Effect 
Dana Transfer & PAD 
Terdapat hubungan 









Terhadap Belanja daerah 
Kabupaten/Kota 
Di Jawa Timur 
PAD, DAU dan DAK 
terhadap Belanja Daerah 
di 38 Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur. Tetapi pada 
analisis ketergantungan 
anggaran dari 38 
kabupaten dan hanya 4 
kota/kabupaten yang 
tidak  mengalami 
fenomena flypaper effect.  
8. Sri Mulyati & 
Yusriadi (2017) 
Pengaruh DBH dan DAU 
Terhadap Belanja Daerah 
Pada Provinsi Aceh 




Belanja Daerah Pada 
Kab/Kota Di Aceh. 
Penggunaan  DAU 
Dalam Membiayai 
Belanja Daerah Kab/Kota 
Di Aceh Lebih Besar Jika 
Dibandingkan Dengan 
DBH. 




Flypaper Effect Pada 





PAD tidak berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap Belanja Daerah. 
DAU memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap Belanja Daerah. 
PAD dan DAU secara 
simultan berpengaruh 
signifikan terhadap 
Belanja Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk Periode 2012-
2016. Adanya Flypaper 





10. Wia Rizqi 
Amalia, 
Wahyudin Nor & 
M. Nordiansyah 
(2015) 
Flypaper Effect Pada 
PAD, DAU, dan DAK 




PAD tidak berpengaruh 
terhadap belanja daerah, 
DAU dan DAK 
berpengaruh terhadap 
belanja daerah 





Selatan (2009-2013) Provinsi Kalimantan 
Selatan periode 2009-
2013. Secara simultan 
pengaruh DAU dan DAK 
lebih besar Dibandingkan 
pengaruh PAD terhadap 
belanja daerah. Telah 
terjadi Flypaper Effect 
pada pemerintah kab/kota 
di Provinsi Kalimantan 
Selatan periode 2009-
2013. 
Sumber : Data yang Diolah Penulis dari Berbagai Sumber, 2021 
 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual dan Perumusan Hipotesis 
Kerangka1 pemikiran1 merupakan suatu1 diagram1 yang1 
menjelaskan1 garis1 besar1 mengenai alur logika berjalannya suatu 
penelitian. Kerangka1 pemikiran1 ialah model1 konseptual1 mengenai 
bagaimana1 teori1 tersebut memiliki keterkaitan dengan1 faktor1 yang1 
dideskripsikan sebagai1 hal yang1 penting, dengan arti lain kerangka 
berpikir merupakan pemahaman yang dijadikan dasar bagi suatu 
pemikiran atau bentuk proses keseluruhan dari penelitian yang akan 
dilaksanakan (Sugiyono, 2016). Adapun1 kerangka1 pemikiran1 
penelitian1 ini1 sebagai1 berikut : 
a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah  
Pendapatan1 Asli1 Daerah1 (PAD) yaitu salah1 satu1 sumber1 
pembelanjaan pemda dalam memanifestasikan infrastruktur setiap 
daerah. Penerimaan PAD diperoleh dari hasil pungutan wajib 





yang sah. Makin besar prosentase PAD maka tingkat kemandirian 
daerah tersebut semakin baik. Pendapatan1 Asli1 Daerah1 adalah1 
seluruh pendapatan1 daerah1 yang1 bersumber1 dari1 perekonomian asli 
daerah. Penerimaan utama daerah1 berbeda-beda. Wilayah dengan 
industri yang pesat dan kaya akan SDA akan memiliki PAD yang 
jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain, begitupun sebaliknya. 
Penerapan otonomi daerah dalam pengimplementasian di 
Indonesia memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada pemda 
untuk menjalankan dan mengembangkan penerimaan daerah agar 
bisa dipergunakan untuk pembiayaan belanja daerah (Rianti & 
Kurnia, 2020). Apabila pendapatan lokal bertambah maka 
pengeluaran daerah secara otomatis akan meningkat, dengan kata 
lain penerimaan daerah berpengaruh terhadap nilai pengeluaran 
yang nantinya dibelanjakan (Subradiyah & Hidayat, 2018). Melihat 
seberapa besar penerimaan yang dipakai dalam memenuhi 
kebutuhan belanja, dapat disimpulkan jika penerimaan utama 
sendiri lebih dari dana perimbangan, artinya pemerintah daerah 
sudah mandiri secara finansial (Fadilah & Helmayunita, 2020). 
Pada riset 1 yang1 telah1 dilaksanakan oleh1 Nurdini et al.,1 
(2015) berjudul Analisis Flypaper Effect pada DAU, DAK, DBH 
dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat 
menggunakan populasi sebanyak 26 Kabupaten/Kota1 di1 Jawa1 





positif terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Barat periode 2009-2013. Penelitian ini kemudian diperkuat oleh 
riset yang dilakukan oleh (Solikin, 1 2016) dengan judul penelitian 
Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh DAU, PAD, dan SILPA 
terhadap Belanja pemda di Indonesia menyimpulkan PAD 
berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemda di 
Indonesia. Berdasarkan dari pemaparan riset di1 atas, maka1 
hipotesis1 yang1 dirumuskan sebagai1 berikut : 
H1 : Diduga PAD berpengaruh positif terhadap Belanja 
Daerah. 
 
b. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah 
Dana1 Alokasi1 Umum1 (DAU) merupakan1 anggaran dari1 
APBN1 yang1 digunakan untuk1 menyamaratakan potensi finansial 
masing-masing wilayah guna menyediakan keperluan pembiayaan 
wilayah. Penggunaan DAU menutupi gap yang timbul karena 
permintaan daerah lebih besar dari potensi pendapatan daerah yang 
ada. Problem yang timbul pada DAU karena terdapat 
ketidaksamaan interpretasi fungsi oleh1 pemerintah1 pusat1 maupun1 
daerah. Pemerintah1 pusat1 memberi anggaran transfer untuk1 
menyamaratakan finansial setiap wilayah. Namun pemda merespon 






Hubungan DAU dengan belanja daerah memiliki keterkaitan. 
DAU menjadi elemen penting pembiayaan belanja daerah. DAU 
pencairan dari pusat digunakan pemda untuk tujuan tertentu 
diantaranya membiayai pengeluaran daerah. Belanja daerah 
ditargetkan untuk mengalokasikan dana alokasi keseluruhan yang 
mencakup belanja pegawai, modal dan juga biaya operasional 
(Fadilah & Helmayunita, 2020). Makin banyak pembagian DAK 
yang diperoleh pemda dari pusat menunjukkan bahwasannya 
wilayah tersebut belum mandiri serta memadai sehingga taraf 
ketergantungan juga relatif tinggi (Rianti & Kurnia, 2020). 
Berdasarkan penelitian1 yang1 dilakukan1 oleh1 Wati & Fajar 
(2017) yang berjudul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan 
Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Daper salah satunya 
DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada 
Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar hasil koefisien korelasi 
daper yang didalamnya memuat unsur DAU mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Didukung oleh 
penelitian Kurniawan et al., (2019) yang berjudul Analisis 
Flypaper Effect, Dana transfer & PAD terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Dengan populasi 38 
Kabupaten/Kota1 di1 Jawa1 Timur. Hasil dari penelitian1 yang sudah 
dilaksanakan peneliti menyimpulkan adanya hubungan yang 





Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan dari penelitian di1 
atas, maka1 hipotesis1 yang1 dirumuskan sebagai1 berikut1 : 
H2 : Diduga DAU berpengaruh positif terhadap Belanja 
Daerah. 
 
c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah 
Dana1 Alokasi1 Khusus1 (DAK) adalah1 anggaran perimbangan 
yang1 didapatkan dari1 APBN1 dan didistribusikan ke wilayah 
tertentu, tujuannya mengakomodasi pembiayaan kegiatan khusus 
yang memusat pada urusan kedaerahan serta sejalan dengan 
prioritas nasional. Lebih spesifiknya untuk menjamin kebutuhan 
sarpras pelayananan publik yang belum memenuhi kriteria juga 
sebagai upaya mendesak laju pengadaan infrastruktur daerah. 
Tujuan DAK adalah untuk mewujudkan program 
pengembangan, pengadaan, peningkatan, dan investasi pelayanan 
publik yang umur ekonomisnya lebih panjang, diharapkan DAK 
dapat digunakan dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan 
pelayanan publik (Astuti & Mildawati, 2019). Jumlah Dana 
Alokasi Khusus yang diterima beriringan dengan meningkatnya 
pengeluaran daerah yang ditetapkan untuk keperluan khusus dan 
menurut prioritas nasional, pemda masih bergantung pada 





Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ferdiansyah et al., 
(2018) berjudul Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Dana 
Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur menyimpulkan, 
hasil1 menunjukkan bahwasannya DAK berpengaruh signifikan 
terhadap Belanja Daerah. Riset tersebut sependapat dengan hasil 
riset yang sudah dilaksanakan oleh (Kurniawan et al., 2019) dan 
(Wati & Fajar, 2017). Berdasarkan dari penelitian di1 atas, maka1 
hipotesis1 yang1 dirumuskan1 sebagai1 berikut1 : 
H3 : Diduga DAK berpengaruh positif terhadap Belanja 
Daerah. 
 
d. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah 
Dana1 Bagi1 Hasil1 (DBH) menurut UU Perimbangan 
merupakan alokasi dana dari APBN untuk daerah otonom yang 
ditetapkan berdasarkan persentase dalam rangka realisasi otonomi 
daerah. Menurut Peraturan1 MenKeu1 RI1 No. 19/PMK.07/2020, 
Dana1 Bagi1 Hasil1 digunakan1 untuk1 membiayai1 belanja1 daerah1 
dalam bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi. Dana Bagi Hasil 
berfungsi supaya tidak terjadi ketimpangan antara pusat dengan 
pemda serta memberikan perhatian terhadap wilayah penghasil. 
Keterkaitan DBH dengan belanja daerah mendukung pemda 





2020). Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Bagi Hasil 
berdasarkan prinsip by origin. Prinsip ini mengalokasikan bahwa 
pembagian dana transfer Dana Bagi Hasil berdasarkan wilayah 
produksi. Artinya, daerah berpenghasilan tinggi cenderung akan 
mendapatkan bagi hasil yang tinggi (Fadilah & Helmayunita, 
2020). Alhasil, pemda yang mendapat DBH tinggi, maka daerah 
tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan yang lebih banyak 
juga. 
Atas dasar riset yang telah dilakukan oleh Wulansari (2015) 
yang berjudul Pengaruh PAD dan Dana Perimbagan Terhadap 
Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat, menarik kesimpulan bahwasannya DBH berpengaruh 
terhadap belanja daerah. Sejalan dengan riset yang sudah 
dilaksanakan oleh (Nurdini et al., 2015) dengan menyimpulkan 
bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 
Berdasarkan1 dari penelitian di1 atas, maka1 hipotesis1 yang1 
dirumuskan sebagai1 berikut : 









e. Flypaper Effect 
Flypaper1 effect1 yaitu keadaan yang1 kedapatan bilamana 
pemda membelanjakan belanja daerah condong menggunakan 
daper yang diproksikan dengan DAU dibandingkan dengan PAD. 
Flypaper Effect menjadi sebuah kendala penyelenggaraan otonomi 
daerah karena kemandirian wilayah  belum terbentuk serta taraf 
ketergantungan pada pusat masih relatif tinggi. Sedangkan tujuan 
otonomi daerah yaitu mewujudkan swasembada masyarakat suatu 
wilayah yang mencakup kemandirian finansial suatu wilayah 
pembiayaan kebutuhan untuk mengelola dan menyediakan layanan 
publik (Rianti & Kurnia, 2020). 
Hukum Wagner mengatakan ada hubungan yang positif 
diantara belanja pemerintah dengan tingkat pendapatan. Artinya, 
bilamana penerimaan bertambah maka pengeluaran juga akan 
bertambah. Tetapi tidak semua penambahan penerimaan adalah 
tanda yang baik jika dilihat dari kemandirian wilayah (Amalia, 
Nor, & Nordiansyah, 2015). Sikap pemda pada saat merespon 
anggaran transfer pusat yang sudah dilaksanakan memperoleh 
simpulan, bahwa1 respon1 pemda1 berbeda1 untuk1 transfer1 dan1 
penerimaan wilayahnya sendiri. Bilamana respon1 pemda lebih 1 
banyak memakai anggaran transfer dibandingkan dengan 
penerimaan wilayahnya sendiri maka akan terjadi fenomena 





Perihal ini diperkuat oleh riset yang telah dilaksanakan 
Nurdini et al., (2015) terjadi adanya fenomena flypaper effect pada 
belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Kondisi seperti ini 
membuktikan bahwasannya Pemerintah Jawa Barat menjadikan 
anggaran transfer dari pusat masih dijadikan andalan. Didukung 
pula penelitian dari (Kurniawan et al., 2019) yang menghasilkan 
kesimpulan dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur masih terdapat 
34 kabupaten/kota yang mengalami gejala flypaper effect. Gejala 
flypaper effect ini akibat banyaknya penggunaan dana transfer 
(DAU) untuk pembiayaan belanja daerah dibandingkan PAD. 
Berdasarkan dari penelitian di1 atas, maka1 hipotesis1 yang1 
dirumuskan1 sebagai1 berikut1 : 
H5 : Diduga terjadi fenomena Flypaper Effect pada PAD dan 
































































A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe data 
kuantitatif. Data kuantitatif merupakan suatu penelitian analisis yang 
datanya berupa angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan 
untuk meneliti populasi serta sampel penelitian yang akan diuji. Jenis 
data di dalam penelitian ini memakai data sekunder. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi pada penelitian ini yaitu semua Laporan Realisasi 
Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan 
Tahun 2016-2019, yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten 
Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, 
Kota Tegal dan Kota Pekalongan. 
Sampel dalam penelitian ini memakai sampel jenuh dengan 
menggunakan metode sensus, dimana semua populasi dijadikan 
sampel. Dengan melihat LRA APBD yang didapatkan dari website 








C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 
1. Definisi Konseptual 
a. Variabel Dependen 
Belanja Daerah (Y) 
Menurut UU No. 33/2004 Belanja 1 Daerah1 yaitu seluruh 1 
likuiditas daerah1 yang1 dinyatakan sebagai1 penurunan nilai1 aset bersih 1 
pada1 periode1 anggaran1 yang1 berkaitan. Belanja 1 daerah1 melingkupi 
total pengeluaran dari RKUD yang menjadi pengurang modal, serta 
merupakan hutang daerah dalam periode anggaran yang tidak lagi 
didapatkan pengembaliannya pada setiap wilayah. 
Pengukuran variabel Belanja Daerah diukur dengan skala rasio, 
dengan perhitungan : 
Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung 
 
b. Variabel Independen 
Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu: 
PAD, DAU, DAK dan DBH. Berikut penjabaran dari variabel 
independennya : 
1. Pendapatan Asli Daerah (X1) 
Berdasarkan1 UU No. 33/2004 Pendapatan1 Asli1 Daerah1 
(PAD) yaitu seluruh perolehan daerah1 yang1 bersumber1 pada 
perekonomian asli daerah. Sumber-sumber1 PAD1 terdiri1 dari1 





pengendalian aset wilayah yang terpisah serta PAD lainnya yang1 
sah.1 
Pengukuran variabel PAD diukur menggunakan skala rasio, 
dengan perhitungan : 
PAD = Total Pajak Daerah + Total Retribusi Daerah + Total 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + 
Lain-Lain Pendapatan yang Sah 
 
2. Dana Alokasi Umum (X2) 
Dana1 Alokasi1 Umum1 (DAU) merupakan bagian dari 
anggaran perimbangan. DAU bersumber dari APBN nantinya 
direalisasikan ke1 daerah1 otonom1 (provinsi/kabupaten/kota)1 dengan1 
maksud menyamaratakan kapasitas finansial antar wilayah sebagai 
dana pembangunan dalam upaya perwujudan desentralisasi (UU 
No. 33/2004). 
Pengukuran variabel DAU diukur menggunakan skala rasio, 
dengan perhitungan : 
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 
 
3. Dana Alokasi Khusus (X3) 
Berdasarkan UU No. 33/2004 Dana1 Alokasi1 Khusus1 (DAK) 
merupakan pendistribusian dari APBN ke Provinsi dan 
Kabupaten/Kota tertentu dengan maksud membiayai program 





prioritas nasional. Pemilihan wilayah yang mendapatkan DAK 
diharuskan1 memenuhi1 kriteria1 umum,1 khusus1 dan1 teknis.1 
Pengukuran variabel DAK diukur menggunakan skala rasio, 
dengan perhitungan : 
DAK = Penerimaan Umum APBD - Belanja Pegawai Daerah 
 
4. Dana Bagi Hasil (X4) 
Dana1 Bagi1 Hasil1 (DBH) yaitu anggaran yang1 diperoleh1 dari1 
APBN nantinya akan disalurkan ke wilayah dengan prosentase 
tertentu. Tujuan DBH yaitu mewujudkan kesetaraan di1 antara1 
pusat1 dan1 daerah1 dengan1 melihat kapasitas wilayah penghasil (UU 
No. 33/2004). 
Pengukuran variabel DBH diukur menggunakan skala rasio, 
dengan perhitungan : 
DBH = DBH (Pajak) + DBH (SDA) 
 
2. Operasionalisasi Variabel 
Operasionalisasi Variabel adalah batasan dari sebuah pengertian 
mengenai variabel dependen dan variabel independen yang isinya sudah 
memuat indikator dan dimensi yang dipergunakan untuk mengukur 
variabel yang akan diteliti. Operasionalisasi variabel pada penelitian ini 
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PAD = Total Pajak 
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DAU = Celah Fiskal 
+ Alokasi Dasar 
 
Dimana : 
Celah Fiskal = 















DAK = Penerimaan 






= PAD + DAU + 






5 Dana Bagi 
Hasil (X4) 
1. DBH (Pajak) 
dari PBB, PPh 
dan BPHTB 
2. DBH (SDA) 





DBH = DBH (Pajak) 
+ DBH (SDA) 
Rasio 
Sumber : Data yang Diolah Penulis, 2021 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian 
ini yaitu menggunakan study dokumenter yang dilaksanakan dengan cara 
pengumpulan data sekunder, pencatatan serta pengolahan data yang 
memiliki keterkaitan pada penelitian tersebut. Disisi lain juga memakai 
penelitian pustaka dari berbagai literatur dan sumber lainnya. Kajian ini 
memperhitungkan data sekunder dengan menganalisis data dari Laporan 
APBD yang didapatkan dari website (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/) 
tentang PAD, DAU, DAK dan DBH serta Belanja Daerah di 
Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan Tahun 2016-2019. 
 
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Menurut Ghozali (2018), analisis statistik deskriptif merupakan 
analisis yang dipergunakan untuk memberikan gambaran atau 
deskripsi yang membahas tentang nilai rata-rata (mean), standar 





demikian, analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran dan karakterisasi dari sampel data yang 
digunakan. 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji ini dipergunakan dengan tujuan mengetahui apakah 
model regresi yang dipakai sebagai alat perkiraan dapat 
memperoleh hasil yang baik. Dari uji asumsi klasik ini akan 
dimulai dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. setiap pengujian tersebut 
akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut : 
a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas merupakan pengujian data dengan 
data berdistribusi normal. Data yang terdistribusi normal artinya 
akan menghasilkan bentuk distribusi normal. Menurut Ghozali 
(2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi dari variabel independen dan variabel dependen atau 
keduanya berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai sisa tidak 
terdistribusi normal, uji statistik yang dilakukan tidak valid 
untuk sampel kecil. 
Uji statistik sederhana juga dapat dipergunakan dengan 
melihat nilai signifikan berdasarkan Kolmogorov-Smirnov 





probabilitas, dengan catatan apabila hasil Kolmogorov-Smirnov 
menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual 
berdistribusi normal. Namun apabila hasil Kolmogorov-Smirnov 
menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual 
tidak berdistribusi normal. 
 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas ini dirancang untuk menguji dan 
melihat apakah model regresi ini menemukan adanya korelasi 
antar variabel independen  (Ghozali, 2018). Menurut Darwis 
(2015) sebuah model regresi dapat dikatakan baik jika tidak ada 
masalah multikolinearitas atau seharusnya tidak ada regresi 
antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya 
multikolinearitas dalam suatu model regresi dapat dilakukan 
dengan melihat Tolerance Value (TV) dan Variance Inflation 
Factor (VIF). Jika TV < 0,10 atau sama dengan VIF > 10, maka 
terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas tidak terjadi jika TV 
> 0,10 atau sama dengan VIF < 10. 
 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji 
apakah terdapat ketidaksamaan varian dalam model regresi 





varian residual antara satu observasi dengan observasi lainnya 
konstan disebut Homoskedastisitas, sebaliknya jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Suatu model regresi dikatakan baik 
jika terjadi homoskedastisitas atau tidak adanya masalah pada 
heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 
scatterplot, yaitu dengan melihat pola tertentu pada grafik 
tersebut. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
1. Heteroskedastisitas terjadi bila ada pola tertentu dalam suatu 
grafik, misalnya terdapat titik-titik poin, yang membentuk 
pola beraturan (bisa bergelombang, melebar, kemudian 
menyempit). 
2. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang 
jelas pada grafik dan tidak ada titik-titik poin yang menyebar 
di atas dan di bawah nol pada sumbu y. 
 
d. Uji Autokorelasi 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time 
series, sehingga pengujiannya menggunakan uji autokorelasi. 
Menurut Asteria (2015) uji autokorelasi ini memeriksa apakah 
terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu 
pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode 
sebelumnya t-1 pada model regresi linier. Untuk mengetahui 





regresi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test) 
yang menggunakan titik kritis yaitu batas bawah (DL) dan batas 
atas (DU). 
Adapun kriteria pengujian hipotesis tanpa autokorelasi 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.2 
Pengambilan Keputusan Autokorelasi 
Jika Keputusan 
DU < DW < 4-DU Tidak1 Terjadi1 Autokorelasi1 
DW < DL/ DW > 4-DL Terjadi1 Autokorelasi1 
DL < DW < DU Tidak1 Ada1 Kepastian1 (Kesimpulan1 Pasti) 
Sumber : (Priyatno, 2014) 
 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis ini untuk meneliti pengaruh dari beberapa variabel 
independen terhadap variabel dependen. Adapun Persamaan regresi 
linier berganda mengacu kepada (Sugiyono, 2016) adalah sebagai 
berikut : 
Y = a + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + e 
Keterangan : 
Y : Belanja Daerah 
a : Konstanta 
β : Koefisien regresi dari masing-masing variabel X 
(β1, β2, β3, dan β4) 
X1 : Pendapatan Asli Daerah 
X2 : Dana Alokasi Umum 





X4 : Dana Bagi Hasil 
e : Standar error estimasi 
 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji t (Uji Signifikansi Parsial) 
Menurut Ghozali (2016) uji statistik ini dilakukan untuk 
menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen 
secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Tes 
dilakukan pada tingkat signifikansi 0,025 (α = 2,5%). Penerimaan 
atau penolakan hipotesis terjadi melalui : 
1. Jika signifikan > 0,025 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 
tidak signifikan), artinya secara parsial variabel independen 
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
2. Jika signifikan < 0,025 maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan), yaitu variabel independen secara parsial 
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
 
b. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (Adjusted R2) merupakan koefisien 
yang menunjukkan sejauh mana persentase variabel independen 
dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Koefisien ini 
digunakan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara 
variabel independen dengan variabel dependen, dimana semakin 





independen tersebut menjelaskan variabel dependen. Koefisien 
determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk setiap 
tambahan variabel independen, nilai R2 dipastikan akan 
meningkat, meskipun variabel independen tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 
karena itu, banyak peneliti merekomendasikan penggunaan nilai 
adjusted R2 untuk mengevaluasi model regresi terbaik bila 
terdapat lebih dari dua variabel independen  (Ghozali, 2018). 
 
5. Analisis Flypaper Effect 
Analisis flypaper effect digunakan untuk menganalisa apakah 
terjadi Flypaper Effect pada pengaruh DAU dan PAD terhadap 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan 
Pekalongan, dapat diambil keputusan dengan memilih salah satu 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Jika pengaruh (nilai koefisien regresi) DAU terhadap belanja 
daerah lebih besar dari pengaruh (nilai koefisien regresi) PAD, 
keduanya sama-sama signifikan berarti terjadi fenomena 
flypaper effect. 
b. Apabila PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
1. Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan 
Karesidenan1 merupakan1 pemisahan1 administratif1 wilayah1 dalam1 
suatu1 provinsi1 di Indonesia pada zaman1 Hindia-Belanda1 yang1 berakhir 1 
di tahun1 1950-an. Karesidenan1 mencakup1 beberapa1 wilayah1 
Kabupaten/Kota. Perlu1 diketahui1 bahwasannya1 tidak1 semua1 provinsi1 di 
Indonesia1 terbentuk1 suatu1 Karesidenan. Wilayah1 Karesidenan1 dibentuk1 
berdasarkan1 prosentase1 penduduk1 (wilayah1 yang1 penduduknya1 banyak) 
yaitu1 di wilayah1 pulau1 Jawa, Sumatera, Lombok, Kalimantan1 dan 
Sulawesi. Pemakaian1 nama1 Karesidenan1 pada saat 1 ini1 sudah1 tidak1 
dipergunakan1 lagi1 secara1 formal, akan1 tetapi1 nama1 Karesidenan1 lebih1 
digunakan1 secara1 informal. Istilah1 Karesidenan1 sekarang1 hanya1 
digunakan1 untuk1 mengelompokkan1 tanda1 kendaraan1 (plat nomor) yang 1 
diterapkan1 diberbagai1 wilayah1 di Indonesia, salah1 satu1 diantaranya1 yaitu1 
di pulau1 Jawa1 (Jawa Tengah, Jawa Barat 1 dan Jawa Timur). 
Ada1 6 pembagian1 wilayah1 Eks1 Karesidenan1 di Jawa1 Tengah, yaitu 1 
Eks1 Karesidenan1 Banyumas, Eks1 Karesidenan1 Kedu, Eks1 Karesidenan 1 
Pati, Eks1 Karesidenan1 Pekalongan, Eks1 Karesidenan1 Semarang1 dan Eks1 
Karesidenan1 Surakarta (https://infojateng.id). Pada1 penelitian1 ini penulis1 





Pekalongan1 yang1 terdiri1 dari1 5 Kabupaten1 dan 2 Kota1 wilayah1 
administratif1 yaitu : 
1. Kabupaten1 Batang. 
2. Kabupaten1 Brebes. 
3. Kabupaten1 Pekalongan. 
4. Kabupaten1 Pemalang. 
5. Kabupaten1 Tegal. 
6. Kota1 Pekalongan. 
7. Kota1 Tegal. 
Adapun1 batas1 wilayah1 administrasi1 Kabupaten/Kota1 di wilayah 1 
Karesidenan1 Pekalongan1 dapat1 dilihat1 pada1 gambar1 di bawah1 ini : 
 
Sumber : Wilayah Karesidenan Jawa Tengah 
Gambar 4.1 






2. Letak Geografis dan Sektor Potensial Kabupaten/Kota di 
Karesidenan Pekalongan 
a. Kabupaten Batang 
Kabupaten1 Batang1 terletak1 pada1 6° 51' 46" sampai1 7° 11' 47" 
Lintang 1 Selatan1 dan1 antara1 109° 40' 19" sampai1 110° 03' 06" 
Bujur1 Timur1 di pantai1 utara1 Jawa1 Tengah. Kabupaten1 Batang1 
terbagi1 menjadi1 15 kecamatan. Kabupaten1 Batang1 memiliki1 
wilayah1 dengan1 total1 seluas1 788,65 km2. Kabupaten1 Batang1 
memiliki1 sektor1 potensial1 pertanian, kehutanan1 dan perikanan 
(http://www.bps.go.id). Batas1 wilayah1 secara1 administratif1 
Kabupaten1 Batang1 yaitu : 
- Sebelah1 Barat1 : Kab. Pekalongan1 dan1 Kota1 Pekalongan.1 
- Sebelah1 Selatan1 : Kab. Wonosobo 1 dan1 Kab. Banjarnegara.1 
- Sebelah1 Timur1 : Kab. Kendal.1 
- Sebelah1 Utara1 : Laut1 Jawa.1 
 
b. Kabupaten Brebes 
Kabupaten1 Brebes1 terletak1 di bagian1 Utara1 paling1 Barat1 
Provinsi1 Jawa1 Tengah, di antara1 koordinat1 108° 41'37,7" - 109° 
11'28,92" Bujur1 Timur1 dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang 1 
Selatan1  dan berbatasan1 langsung1 dengan1 wilayah1 
Provinsi1 Jawa1 Barat. Kabupaten1 brebes1 terdiri1 dari1 17 





memiliki1 wilayah1 dengan1 total1 seluas1 1.902.37 km2. Kabupaten1 
Brebes1 memiliki1 sektor1 potensial1 pertanian, kehutanan1 dan 
perikanan (http://www.bps.go.id). Batas1 wilayah1 secara1 
administratif1 Kabupaten1 Brebes1 yaitu : 
- Sebelah1 Utara1 : Laut1 Jawa.1 
- Sebelah1 Timur1 : Kabupaten1 Tegal1 dan Kota1 Tegal.1 
- Sebelah1 Selatan1 : Karesidenan1 Banyumas.1 
- Sebelah1 Barat1 : Provinsi1 Jawa1 Barat.1 
 
c. Kabupaten Pekalongan 
Secara1 geografis1 Kabupaten1 Pekalongan1 terletak1 diantara1 
6° - 7° 23’ Lintang1 Selatan1 dan antara1 109° - 109° 78’ Bujur 1 
Timur. Kabupaten1 Pekalongan1 terdiri1 dari1 19 kecamatan1 dan 
285 Desa/Kelurahan. Kabupaten1 Pekalongan1 memiliki1 sektor1 
potensial1 industri1 pengolahan (http://www.bps.go.id). Batas1 
wilayah1 secara1 administratif1 Kabupaten1 Pekalongan1 yaitu :  
- Sebelah1 Timur1 : Kota1 Pekalongan1 dan Kabupaten1 Batang.1 
- Sebelah1 Utara1 : Laut1 Jawa dan Kota1 Pekalongan.1 
- Sebelah1 Selatan1 : Kabupaten1 Banjarnegara.1 








d. Kabupaten Pemalang 
Kabupaten1 Pemalang1 terletak1 di pesisir1 utara1 Provinsi1 
Jawa1 Tengah. Secara1 geografis, wilayah1 Kabupaten1 Pemalang 1 
terletak1 pada1 109° 17’30” - 109° 40’30” Bujur1 Timur1 dan 8° 
52’30” - 7° 20’11’’ Lintang1 Selatan. Kabupaten1 Pemalang 1 
terbagi1 menjadi1 14 kecamatan. Kabupaten1 Pemalang1 memiliki1 
wilayah1 dengan1 total1 seluas1 1.118.03 km2. Kabupaten1 
Pemalang1 memiliki1 sektor1 potensial1 pertanian, kehutanan1 dan 
perikanan (http://www.bps.go.id). Batas1 wilayah1 secara1 
administratif1 Kabupaten1 Pemalang 1 yaitu :  
-   Sebelah1 Utara1 : Laut1 Jawa.1 
-   Sebelah1 Timur1 : Kabupaten1 Pekalongan.1 
-   Sebelah1 Selatan1 : Kabupaten1 Purbalingga.1 
-   Sebelah1 Barat1 : Kabupaten1 Tegal.1  
 
e. Kabupaten Tegal 
Kabupaten1 Tegal1 merupakan1 salah1 satu1 daerah1 kabupaten1 
di Provinsi1 Jawa1 Tengah1 dengan1 Ibu1 Kota1 Slawi. Terletak1 
diantara1 108°57'6 - 109°21'30 Bujur1 Timur1 dan 6°50'41" - 7°15 
15'30" Lintang1 Selatan. Kabupaten1 Tegal1 terdiri1 dari 18 
kecamatan, 281 desa1 dan 6 kelurahan. Kabupaten1 Tegal1 
memiliki1 wilayah1 dengan1 total1 seluas1 876,10 km2. Kabupaten1 





(http://www.bps.go.id). Batas1 wilayah1 secara1 administratif1 
Kabupaten1 Tegal1 yaitu :  
- Sebelah1 Utara1 : Kota1 Tegal1 dan Laut1 Jawa.1 
- Sebelah1 Selatan1 : Kab. Brebes1 dan Kab. Banyumas.1 
- Sebelah1 Barat1 : Kabupaten1 Brebes.1 
- Sebelah1 Timur1 : Kabupaten1 Pemalang.1 
 
f. Kota Pekalongan 
Kota1 Pekalongan1 membentang1 antara1 6º50’42” - 6º55’44” 
LS1 dan1 109º37’55” - 109º42’19” BT. Berdasarkan1 koordinat 1 
fiktifnya,1 Kota1 Pekalongan1 membentang1 antara1 510,00 - 518,00 
km membujur1 dan1 517,75 - 526,75 km2 melintang,1 dimana1 
semuanya1 merupakan1 daerah1 datar, tidak1 ada1 daerah1 dengan1 
kemiringan1 yang1 curam. Kota1 Pekalongan1 terbagi1 menjadi1 4 
kecamatan (Pekalongan1 Barat, Pekalongan1 Timur, Pekalongan1 
Selatan1 dan Pekalongan1 Utara). Kota1 Pekalongan1 memiliki1 
wilayah1 dengan1 total1 seluas1 45,25 km2. Kota1 Pekalongan1 
memiliki1 sektor1 potensial1 industri1 pengolahan 
(http://www.bps.go.id). Batas1 wilayah1 secara1 administratif1 Kota1 
Pekalongan1 yaitu : 
- Sebelah1 utara1 : Laut1 Jawa.1 
- Sebelah1 Timur1 : Kab. Batang.1 





- Sebelah1 Barat1 : Kab. Pekalongan.1 
 
g. Kota Tegal 
Kota1 Tegal1 terletak1 diantara1 109°08’ - 109°10’ Bujur1 
Timur1 dan 6°50’ - 6°53’ Lintang1 selatan. Kota1 Tegal1 dibagi1 
menjadi1 4 kecamatan1 dengan1 total1 27 kelurahan. Kota1 Tegal1 
memiliki1 wilayah1 dengan1 total1 seluas1 39,68 km2. Kota1 Tegal1 
memiliki1 sektor1 potensial1 pertanian, kehutanan1 dan perikanan 
(http://www.bps.go.id). Batas1 wilayah1 administratif1 Kota1 Tegal1 
yaitu : 
- Sebelah1 Utara1 : Laut1 Jawa.1 
- Sebelah1 Timur1 : Kabupaten1 Tegal.1 
- Sebelah1 Selatan1 : Kabupaten1 Tegal.1 
- Sebelah1 Barat1 : Kabupaten1 Brebes. 
 
3. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan 
Direktorat 1 Jenderal1 Perimbangan1 Keuangan1 memiliki1 
peran1 strategis1 dalam1 pelaksanaan1 desentralisasi1 fiskal1 di 
Indonesia. Melalui1 PMK 217/PMK.01/2018, DJPK1 
menyempurnakan1 bentuk1 organisasi1 mengingat 1 tanggung1 
jawab1 dan1 tantangan1 semakin1 besar1 dan1 beragam1 serta1 dalam1 





menjawab1 kebutuhan1 para1 pemangku1 kepentingan 
(www.djpk.kemenkeu.go.id). 
Berdasarkan1 PMK 217/PMK.01/2018, mengenai1 
Organisasi1 dan Tata1 Kerja1 Kementerian1 Kuangan, DJPK1 
memiliki1 tugas1 pokok1 dan fungsi : 
1. Tugas1 Pokok  
Menyelenggarakan1 perumusan1 dan pelaksanaan1 kebijkan1 di 
bidang1 alokasi1 dan pengelolaan1 dana1 perimbangan1 dan 
transfer1 ke daerah2 yang lain, pajak 1 daerah1 dan retribusi1 
daerah1 sesuai1 dengan1 ketentuan1 peraturan1 perundang-
undangan. 
2. Fungsi 
Dalam1 melaksanakan1 tugas1 pokok1 tersebut, DJPK1 
menyelenggarakan1 fungsi : 
a. Perumusan1 dan pelaksanaan1 kebijakan1 di bidang1 alokasi1 
dan pengelolaan1 dana1 perimbangan1 dan transfer1 ke 
daerah1 lainnya1 serta1 pajak1 daerah1 dan retribusi1 daerah. 
b. Penyusunan1 norma, standar, prosedur1 dan kriteria1  serta1 
pemberian1 bimbingan1 teknis1 dan supervisi1 di bidang 1 
alokasi1 dan pengelolaan1 dana1 perimbangan1 dan transfer 1 
ke daerah1 lainnya1 serta1 pajak1 daerah1 dan retribusi1 daerah. 
c. Pelaksanaan1 pemantauan, evaluasi, pelaporan1 serta1 





lain1 yang1 diberikan1 oleh1 menteri1 keuangan1 di bidang 1 
alokasi1 dan pengelolaan1 dana1 perimbangan1 dan transfer 1 
ke daerah1 lainnya1 serta1 pajak1 daerah1 dan retribusi1 daerah. 
 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik1 deskriptif1 merupakan1 sebuah1 metode1 untuk1 
mengetahui1 gambaran1 sekilas1 dari1 sebuah1 data. Proses1 analisis1 
menggunakan1 Program1 SPSS1 22 dengan1 menghasilkan1 output1 
berupa1 nilai1 mean, maksimum1 dan minimum1 serta1 standar1 deviasi1 
(Prihadi, 2019) . Hasil1 statistik1 deskriptif1 dalam1 penelitian1 ini1 
sebagai1 berikut : 
Tabel 4.1 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PAD 28 178.604.460.870 523.660.773.732 305.007.378.059,26 81.873.236.211,715 
DAU 28 449.055.738.000 1.373.396.371.000 909.325.845.357,14 327.863.021.360,275 
DAK 28 94.845.070.521 473.606.164.458 260.963.739.605,75 110.489.137.613,460 
DBH 28 18.911.295.500 45.826.698.841 30.861.262.628,11 6.529.271.948,543 
BD 28 869.323.165.210 3.132.251.740.580 1.903.332.183.887,43 727.081.934.974,156 
Valid N (listwise) 28     
Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2021 
 
Dari1 uji1 statistik1 deskriptif1 di atas1 dapat 1 diketahui1 bahwa1 
data1 penelitian1 ini1 sebanyak1 281 Kota1 dan Kabupaten1 di tingkat 1 
Karesidenan1 Pekalongan. Berikut 1 ini keterangan1 dari1 data1 analisis1 





a. Variabel1 Pendapatan1 Asli1 Daerah1 (X1) memiliki1 nilai1 rata-rata1 
dari1 281 Kabupaten/Kota1 sebesar1 Rp. 305.007.378.059,26 dan 
standar1 deviasi1 sebesar1 Rp. 81.875.236.211,715 yang1 artinya1 
bahwa1 nilai1 rata-rata1 lebih1 besar1 daripada1 standar1 deviasi, 
sehingga1 mengidentifikasikan1 hasil1 yang1 cukup1 baik. Hal1 
tersebut 1 dikarenakan1 standar1 deviasi1 merupakan1 cerminan1 
penyimpangan1 yang1 sangat1 tinggi1 sehingga1 penyebaran1 data1 
menunjukkan1 hasil1 yang1 normal1 dan tidak1 menyebabkan1 bias. 
Didapati1 nilai1 minimum1 sebesar Rp. 178.604.460.870 yaitu1 
Kota1 Pekalongan1 pada1 tahun1 2016 dan nilai1 maksimum1 sebesar 1 
Rp. 523.660.773.732 yaitu1 1 Kabupaten1 Brebes1 pada1 tahun1 2017. 
b. Variabel1 Dana1 Alokasi1 Umum1 (X2) memiliki1 nilai1 rata-rata1 
dari1 281 Kabupaten/Kota1 sebesar1 Rp. 909.325.845.357,14 dan1 
standar1 deviasi1 sebesar1 Rp. 327.863.021.360,275 yang1 artinya1 
bahwa1 nilai1 rata-rata1 lebih1 besar1 daripada1 standar1 deviasi, 
sehingga1 mengidentifikasikan1 hasil1 yang1 cukup1 baik. Hal1 
tersebut 1 dikarenakan1 standar1 deviasi1 merupakan1 cerminan1 
penyimpangan1 yang1 sangat1 tinggi1 sehingga1 penyebaran1 data1 
menunjukkan1 hasil1 yang1 normal1 dan1 tidak1 menyebabkan1 bias. 
Didapati1 nilai1 minimum1 sebesar1 Rp. 449.055.738.000 yaitu 1 
Kota1 Pekalongan1 pada1 tahun1 2017 dan 2018 serta1 nilai1 
maksimum1 sebesar1 Rp. 1.373.396.371.000 yaitu1 Kabupaten1 





c. Variabel1 Dana1 Alokasi1 Khusus1 (X3) memiliki1 nilai1 rata-rata1 
dari1 281 Kabupaten/Kota1 sebesar1 Rp. 260.963.739.605,75 dan1 
standar1 deviasi1 sebesar1 Rp. 110.489.137.613,460 yang1 artinya1 
bahwa1 nilai1 rata-rata1 lebih1 besar1 daripada1 standar1 deviasi, 
sehingga1 mengidentifikasikan1 hasil1 yang1 cukup1 baik. Hal1 
tersebut 1 dikarenakan1 standar1 deviasi1 merupakan1 cerminan1 
penyimpangan1 yang1 sangat1 tinggi1 sehingga1 penyebaran1 data1 
menunjukkan1 hasil1 yang1 normal1 dan1 tidak1 menyebabkan1 bias. 
Didapati1 nilai1 minimum1 sebesar1 Rp. 94.845.070.521 yaitu1 Kota1 
Tegal1 pada1 tahun1 20181 dan1 nilai1 maksimum1 sebesar1 Rp. 
473.606.164.458 yaitu1 Kabupaten1 Brebes1 pada1 tahun1 2019. 
d. Variabel1 Dana1 Bagi1 Hasil1 (X4) memiliki1 nilai1 rata-rata1 dari1 281 
Kabupaten/Kota1 sebesar1 Rp. 30.861.262.628,11 dan1 standar1 
deviasi1 sebesar1 Rp. 6.529.271.948,543 yang1 artinya1 bahwa1 
nilai1 rata-rata1 lebih1 besar1 daripada1 standar1 deviasi, sehingga 1 
mengidentifikasikan1 hasil1 yang1 cukup1 baik. Hal1 tersebut1 
dikarenakan1 standar1 deviasi1 merupakan1 cerminan1 
penyimpangan1 yang1 sangat1 tinggi1 sehingga1 penyebaran1 data1 
menunjukkan1 hasil1 yang1 normal1 dan1 tidak1 menyebabkan1 bias. 
Didapati1 nilai1 minimum1 sebesar1 Rp. 18.911.295.500 yaitu1 Kota1 
Tegal1 pada1 tahun1 20191 dan1 nilai1 maksimum1 sebesar1 Rp. 





e. Variabel1 Belanja1 Daerah1 (Y) memiliki1 nilai1 rata-rata1 dari1 281 
Kabupaten/Kota1 sebesar1 Rp. 1.903.332.183.887,43 dan1 standar 1 
deviasi1 sebesar1 Rp. 727.081.934.974,156 yang1 artinya1 bahwa 1 
nilai1 rata-rata1 lebih1 besar1 daripada1 standar1 deviasi, sehingga 1 
mengidentifikasikan1 hasil1 yang1 cukup1 baik. Hal1 tersebut1 
dikarenakan1 standar1 deviasi1 merupakan1 cerminan1 
penyimpangan1 yang1 sangat1 tinggi1 sehingga1 penyebaran1 data1 
menunjukkan1 hasil1 yang1 normal1 dan1 tidak1 menyebabkan1 bias. 
Didapati1 nilai1 minimum1 sebesar1 Rp. 869.323.165.210 yaitu 1 
Kota1 Pekalongan1 pada1 tahun1 20161 dan1 nilai1 maksimum1 
sebesar1 Rp. 3.132.251.740.580 yaitu1 Kabupaten1 Brebes1 pada1 
tahun1 2019. 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
Berdasarkan1 data1 dari1 hasil1 perhitungan1 selanjutnya1 untuk1 
mengetahui1 sejauh1 mana1 kualitas1 data1 dari1 variabel1 yang1 
digunakan1 dalam1 penelitian1 ini1 serta1 pengaruh1 yang1 saling1 
mempengaruhi1 antar1 variabel1 penelitian1 yang1 merupakan1 









a. Uji Normalitas 
Dasar1 pengambilan1 uji1 normalitas1 dapat1 dilakukan1 
berdasarkan1 probabilitas1 (Asymtotic Significance) yaitu1 apabila 1 
probabilitas1 > 0,05 maka1 data1 berdistribusi1 normal, namun1 
apabila1 probabilitas1 < 0,05 maka1 data1 berdistribusi1 tidak1 
normal (Prihadi, 2019). Untuk1 lebih1 mendukung1 atau1 
membuktikan1 uji1 normalitas, maka1 selanjutnya1 menggunakan 1 
Uji1 One1 Sample1 Kolmogorov-Smirnov dengan1 melihat 1 nilai1 
signifikansi. Berdasarkan1 data1 pada1 lampiran di atas, hasil1 
pengujian1 dapat1 dijelaskan1 pada1 tabel1 di bawah1 ini : 
Tabel 4.2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 











Test Statistic ,146 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,132 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2021 
 
Dari1 output pada1 tabel1 4.2 dapat1 diketahui1 bahwa1 nilai1 
signifikansi1 dari1 hasil1 uji1 normalitas1 yaitu1 0,132 > α = 0,05. 
Jadi1 dapat1 disimpulkan1 bahwa1 data1 pada1 penelitian1 ini1 






b. Uji Multikolinearitas 
Dasar1 pengambilan1 analisis1 multikolineritas1 dilakukan1 
dengan1 mendeteksi1 nilai1 Tolerance1Value1 (TV) dan1 nilai1 
Variance1 Inflation1 Factor1 (VIF). Apabila1 nilai1 TV1 > 0.10 dan 
VIF < 10, maka1 tidak1 terjadi1 gejala1 multikolineritas, sedangkan1 
jika1 nilai1 TV1 < 0.10 dan1 VIF > 10 maka1 terjadi1 gejala1 
multikolineritas1 (Prihadi, 2019). Untuk1 hasil1 pengujian1 
penelitian1 ini1 dapat1 dijelaskan1 sebagai1 berikut 1: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Tolerance VIF 
PAD 0,459 2,177 
DAU 0,101 9,875 
DAK 0,112 8,939 
DBH 0,643 1,556 
Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2021 
 
Berdasarkan1 tabel1 4.3 di atas1 diketahui1 bahwa1 hasil1 
perhitungan1 uji1 multikolineritas1 diperoleh1 dari1 seluruh1 variabel1 
independen1 (X1, X2, X3 dan X4) yang1 mempunyai1 nilai1 VIF < 
10 serta1 nilai1 TV > 0,10. Sehingga1 dapat 1 dikatakan1 bahwa1 










c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji1 heteroskedastisitas1 dilakukan1 untuk1 menguji1 apakah1 
di dalam1 model1 penelitian1 ini1 terdapat1 ketidaksamaan1 varian1 
dari1 satu1 pengamatan1 dengan1 pengamatan1 lainnya. Dasar 1 
pengambilan1 uji1 heteroskedastisitas1 dapat1 dilakukan1 jika1 nilai1 
probabilitas1 > 0,05, maka1 dapat1 dipastikan1 model1 tidak1 
mengandung1 unsur1 uji1 heteroskedastisitas1 (Prihadi, 2019). 
Dengan1 menggunakan1 grafik1 Scatterplot1 terlihat 1 bahwa1 tidak1 
ada1 pola1 tertentu, karena1 titik-titik1 menyebar1 secara1 tidak1 
beraturan1 baik1 di atas1 maupun1 di bawah1 sumbu1 0 pada1 sumbu 1 
Y (seperti1 yang1 terlihat 1 pada1 diagram1 Scatterplot1 di bawah1 ini) 

















d. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi1 merupakan1 korelasi1 antara1 anggota1 
observasi1 yang1 disusun1 menurut 1 waktu1 atau1 tempat. Model1 
regresi1 yang1 baik1 seharusnya1 tidak1 terjadi1 autokorelasi. Metode1 
pengujian1 menggunakan1 uji1 Durbin-Watson (DW test) 
(Priyatno, 2014). Pengambilan1 keputusan1 pada1 uji1 DW adalah1 : 
- Jika1 DU < DW < 4-DU maka1 Ho diterima, artinya1 tidak1 
terjadi1 autokorelasi. 
- Jika1 DW < DL atau DW > 4-DL maka1 Ho ditolak, artinya 1 
terjadi1 autokorelasi. 
- Jika1 DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya1 tidak1 
ada1 kepastian1 atau1 kesimpulan1 yang1 pasti. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 




Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2021 
 
Berdasarkan1 hasil1 analisis1 data1 pada1 tabel1 4.4 di atas1 
didapatkan1  nilai1 statistik1 Durbin-Watson (DW) = 1,937. Nilai1 
DU dan DL dapat 1 diperoleh1 dari1 tabel1 statistik1 DW. Nilai1 n = 
28 dan k = 4 menghasilkan1 nilai1 DL = 1,10 dan DU = 1,75. Jadi1 





antara1 DU dan 4-DU (1,75 < 1,937 < 2,25), maka1 dapat1 
disimpulkan1 tidak1 terjadi1 autokorelasi1 pada1 model1 regresi.  
 
3. Analisis  Regresi Linier Berganda 
Analisis1 Regresi1 Linier1 Berganda1 dipakai1 untuk1 meneliti1 
pengaruh1 dari1 beberapa1 variabel1 independen1 terhadap1 variabel1 
dependen. Adapun1 Persamaan1 dari1 Regresi1 Linier1 Berganda1 
mengacu1 kepada1  (Sugiyono, 2016) adalah1 sebagai1 berikut1 : 
Y = a + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + e 
 
Hasil1 analisis1 regresi1 linier1 berganda1 bisa1 dilihat1 pada1 tabel1 
di1 bawah1 ini1 : 
Tabel 4.5 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23695344704.041 159120469050.226  .149 .883 
PAD .203 .495 .023 .410 .686 
DAU 1.110 .270 .501 4.116 .000 
DAK 3.194 .756 .485 4.222 .000 
DBH -.819 4.811 -.007 -.170 .866 
a. Dependent Variable: BD 
Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2021 
 
Berdasarkan1 tabel1 4.5 di1 atas1 maka1 dibuat1 persamaan1 





Variabel1 Independen1 (PAD, DAU, DAK dan DBH) sebagai1 
berikut1 : 
Y = 23695344704,041 + 0,203.PAD + 1,110.DAU + 3,194.DAK - 0,819.DBH + e 
 
Arti1 dari1 angka-angka1 ini sebagai1 berikut1 : 
a. Nilai1 konstanta1 (α) sebesar1 23.695.344.704,041 artinya 1 jika 1 
variabel1 independen1 (PAD, DAU, DAK dan DBH) nilainya 1 
konstan1 (0), maka1 nilai1 Belanja1 Daerah1 sebesar 1 
23.695.344.704,041. 
b. Nilai1 koefisien1 regresi1 Pendapatan1 Asli1 Daerah1 (PAD) (b1) 
bernilai positif sebesar1 0,203 berarti apabila nilai PAD 
mengalami kenaikan 1%, maka1 akan1 meningkatkan1 Belanja1 
Daerah1 sebesar1 0,203% dengan asumsi variabel lainnya 
konstan. 
c. Nilai1 koefisien1 regresi1 Dana1 Alokasi1 Umum1 (DAU) (b2) 
bernilai positif sebesar1 1,110 berarti apabila nilai DAU 
mengalami kenaikan 1%, maka1 akan1 meningkatkan1 Belanja1 
Daerah1 sebesar1 1,110% dengan asumsi variabel lainnya 
konstan. 
d. Nilai1 koefisien1 regresi1 Dana1 Alokasi1 Khusus1 (DAK) (b3) 
bernilai1 positif1 sebesar1 3,194 berarti apabila nilai DAK 
mengalami kenaikan 1%, maka1 akan1 meningkatkan1 Belanja1 






e. Nilai1 koefisien1 regresi1 Dana1 Bagi1 Hasil1 (DBH) (b4) bernilai1 
negatif1 sebesar1 (-0,819) berarti apabila nilai DBH mengalami 
kenaikan 1%, maka 1 akan1 menurunkan1 Belanja1 Daerah1 sebesar 1 
0,819% dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
 
4. Uji Hipotesis 
a. Goodness Of Fit (Uji Kelayakan Model) 
Uji1 ini1 digunakan1 untuk1 melihat1 signifikansi1 model1 
regresi1 yang1 digunakan1 dalam1 penelitian. Jika1 angka 1 
signifikansi1 < () 0,05 maka1 model1 regresi1 yang1 dihasilkan1 
layak1 dan1 dapat1 digunakan1 untuk1 analisis1 selanjutnya. Namun1 
jika1 angka1 signifikansi1 > () 0,05 maka1 model1 regresi1 yang1 
dihasilkan1 tidak1 layak1 untuk1 digunakan1 pada1 analisis 1 
selanjutnya. 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Hipotesis (Goodness Of Fit) 
ANOVAa 



















27    
a. Dependent Variable: BD 
b. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU 





Dari tabel 4.6 di1 atas1 menunjukkan bahwa nilai dari 
Goodness Of Fit sebesar 206,641 dengan1 tingkat1 signifikansi1 
sebesar1 0,000. Sehingga1 dapat1 disimpulkan1 bahwa1 model1 
regresi1 yang1 digunakan1 dalam1 penelitian1 ini1 layak1 untuk1 
digunakan dalam analisis selanjutnya. 
 
b. Uji t (Uji Signifikansi Parsial) 
Untuk1 pembuktian1 terhadap1 hipotesis1 pada1 penelitian1 ini1 
dapat 1 dilihat1 dari1 hasil1 uji1 t. Menurut 1 (Ghozali, 2011), uji1 ini1 
dilakukan1 untuk1 melihat1 seberapa1 jauh1 pengaruh1 satu1 variabel1 
independen1 terhadap1 variabel1 dependen1 secara1 parsial1 atau1 
sendiri-sendiri. Ketentuannya1 apabila1 signifikansi1 < α = 0,025 
maka1 ada1 pengaruh1 secara1 parsial1 sehingga1 hipotesis1 diterima1 
begitupun1 sebaliknya. 
Tabel 4.7 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23695344704.041 159120469050.226  .149 .883 
PAD .203 .495 .023 .410 .686 
DAU 1.110 .270 .501 4.116 .000 
DAK 3.194 .756 .485 4.222 .000 
DBH -.819 4.811 -.007 -.170 .866 
a. Dependent Variable: BD 






Berdasarkan1 hasil1 uji1 t pada1 tabel1 4.7 di atas, maka1 dapat1 
dijelaskan sebagai1 berikut1 : 
1. Dari1 hasil1 uji1 t antara1 Pendapatan1 Asli1 Daerah1 terhadap1 
Belanja1 Daerah,1 didapat nilai1 t hitung1 sebesar1 0,410 < t tabel 
2,500 dengan1 sig. 0,686 lebih1 besar1 (>) α = 0,025. Maka 
Pendapatan1 Asli1 Daerah1 secara1 parsial1 tidak1 berpengaruh1 
terhadap1 Belanja1 Daerah, jadi1 dapat1 disimpulkan1 bahwa1 H1 
ditolak. 
2. Dari1 hasil1 uji1 t antara Dana1 Alokasi1 Umum1 terhadap1 
Belanja1 Daerah,1 didapat1 nilai1 t hitung1 sebesar1 4,116  > t 
tabel = 2,500 dengan1 sig. 0,000 lebih1 kecil1 (<) α = 0,025. 
Maka Dana1 Alokasi1 Umum1 secara1 parsial1 berpengaruh1 
positif1 terhadap1 Belanja1 Daerah, jadi1 dapat1 disimpulkan1 
bahwa1 H2 diterima. 
3. Dari1 hasil1 uji1 t antara Dana1 Alokasi1 Khusus1 terhadap1 
Belanja1 Daerah,1 didapat 1 nilai1 t hitung1 sebesar1 4,222 > t tabel 
= 2,500 dengan1 sig. 0,000 lebih1 kecil1 (<) α = 0,025. Maka 
Dana1 Alokasi1 Khusus1 secara1 parsial1 berpengaruh1 positif1 
terhadap1 Belanja1 Daerah, jadi1 dapat1 disimpulkan1 bahwa1 H3 
diterima. 
4. Dari1 hasil1 uji1 t antara1 Dana1 Bagi1 Hasil1 terhadap1 Belanja1 
Daerah,1 didapat 1 nilai1 t hitung1 sebesar1 -0,170 < t tabel 2,500 





Bagi1 Hasil1 secara1 parsial1 tidak1 berpengaruh1 terhadap Belanja1 
Daerah, jadi1 dapat1 disimpulkan1 bahwa1 H4 ditolak. 
 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien1 ini1 digunakan1 untuk1 mengetahui1 seberapa1 erat1 
hubungan1 antara1 variabel1 independen1 dengan1 variabel1 
dependen. Koefisien1 determinasi1 berkisar1 antara1 0 sampai1 
dengan1 1. Hasil1 dari1 koefisien1 determinasi1 dapat1 dilihat1 pada1 
Adjusted R Square. 
Tabel 4.8 
Adjusted R Square 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .986a .973 .968 129618535948.176 1.937 
Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2021 
Dari1 tabel1 4.8 di atas1 menunjukkan1 bahwa1 nilai1 Adjusted 
R Square sebesar1 0,968. Dapat 1 diartikan1 bahwa1 kemampuan1 
variabel1 Pendapatan1 Asli1 Daerah, Dana1 Alokasi1 Umum, Dana1 
Alokasi1 Khusus1 dan1 Dana1 Bagi1 Hasil1 dalam1 menjelaskan1 
variabel1 Belanja1 Daerah1 sebesar1 96,8% (0,968 x 100%), 
sementara1 yang1 3,2% (100% - 96,8%), dijelaskan1 oleh1 variabel1 
lain1 yang1 tidak1 diteliti1 dalam1 penelitian1 ini1 yaitu1 dana1 transfer 1 
pemerintah1 pusat1 lainnya, dana1 pemerintah1 daerah1 lainnya1 






5. Analisis Flypaper Effect 
Pengujian1 terhadap1 ada1 atau1 tidaknya1 fenonema1 Flypaper 
Effect dengan1 cara1 membandingkan1 antara1 nilai1 koefisien1 PAD1 
dengan1 nilai1 koefisien1 DAU, mana1 di antara1 kedua1 koefisien1 yang1 
lebih1 berpengaruh1 terhadap1 belanja1 daerah. 
Apabila1 nilai1 koefisien1 DAU1 dan PAD sama-sama1 
signifikan1 atau1 nilai koefisien PAD1 tidak1 signifikan,1 maka1 dapat1 
disimpulkan1 telah terjadi1 fenomena flypaper effect (Wulansari, 
2015). Hasil1 analisis1 untuk1 menghitung1  flypaper effect adalah1 
sebagai1 berikut1 : 
Tabel 4.9 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -184546207546,882 127958663268,267  -1,442 ,162 
PAD ,954 ,606 ,107 1,573 ,128 
DAU 1,976 ,151 ,891 13,054 ,000 
a. Dependent Variable: BD 
Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2021 
 
Dari1 tabel1 4.9 di atas, maka1 persamaan1 regresinya1 adalah1 : 
BD = α + β1PAD + β2DAU + e 
BD = -184546207547,042 + 0,954 PAD + 1,976 DAU + e 
 
Hasil1 uji1 nilai1 signifikan1 PAD1 sebesar1 0,128 lebih1 besar1 (>) 
α  = 0,05 dari1 nilai1 signifikan1 DAU1 sebesar1 0,000 lebih1 kecil1 (<) α 





terhadap1 Belanja1 Daerah1 jika1 dibandingkan1 dengan1 DAU. Hal1 ini1 
menunjukkan1 bahwa1 telah1 terjadi1 fenomena1 flypaper effect pada1 
Belanja1 Daerah1 Kabupaten/Kota1 di1 Tingkat 1 Karesidenan1 
Pekalongan1 Tahun1 2016-2019.  
 
C. Pembahasan 
Tujuan1 dalam1 penelitian1 ini1 untuk1 mengetahui1 pengaruh1 
Flypaper1 Effect1 pada1 Pendapatan1 Asli1 Daerah, Dana1 Alokasi1 Umum, 
Dana1 Alokasi1 Khusus1 dan Dana1 Bagi1 Hasil1 terhadap1 Belanja1 Daerah1 
Kabupaten/Kota1 di1 Tingkat 1 Karesidenan1 Pekalongan1 Tahun1 2016-
2019. Berdasarkan1 hasil1 dari1 analisis1 dengan1 menggunakan1 regresi1 
linear1 berganda1 maka1 dilakukan1 pembahasan1 sebagai1 berikut1 : 
1. Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Daerah 
Berdasarkan1 hasil1 penelitian, variabel1 Pendapatan1 Asli1 
Daerah1 memiliki1 nilai1 koefisien1 regresi1 bernilai1 positif1 sebesar 1 
0,203. Adapun1 dari1 hasil1 uji1 t antara1 Pendapatan1 Asli1 Daerah1 
terhadap1 Belanja1 Daerah,1 didapat 1 nilai1 t hitung1 sebesar1 0,410 < t 
tabel 2,500 dengan1 sig. 0,686 lebih1 besar1 (>) α = 0,025. Maka1 dari1 
hipotesis1 1 yang1 menyatakan1 variabel1 Pendapatan1 Asli1 Daerah1 
berpengaruh1 positif1 terhadap1 Belanja1 Daerah1 ditolak. 
Hal1 ini1 sangat 1 wajar1 karena1 PAD1 merupakan1 salah1 satu1 





dibandingkan1 dengan1 dana1 transfer1 yang1 diberikan1 oleh1 
pemerintah1 pusat1 kepada1 daerah1 setiap1 tahunnya. Oleh1 karena1 itu1 
pemerintah1 daerah1 kabupaten/kota1 terutama1 yang1 berada1 di 
tingkat1 karesidenan1 Pekalongan1 dalam1 menjalankan1 kebijakan1 
otonominya1 harus1 lebih1 dimaksimalkan1 dan sesuaikan1 dengan1 
kemampuan1 untuk1 lebih1 giat1 dalam1 menggali1 potensi1 pendapatan1 
asli1 daerahnya1 sebagai1 sumber1 keuangan1 dalam1 membiayai1 
kebutuhan1 belanja1 daerahnya, tanpa1 harus1 bergantung1 dan1 
menunggu1 bantuan1 dana1 transfer1 dari1 pusat (Wahyuni & Supheni, 
2017). 
Hasil1 penelitian1 ini1 sesuai1 dengan1 penelitian1 yang1 telah1 
dilakukan1 oleh1 Wahyuni & Supheni (2017) dan Amalia, Nor, & 
Nordiansyah (2015) yang1 menyatakan1 dalam1 penelitiannya1 bahwa 1 
Pendapatan1 Asli1 Daerah1 tidak1 berpengaruh1 terhadap1 Belanja1 
Daerah. 
 
2. Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif terhadap 
Belanja Daerah 
Berdasarkan1 hasil1 penelitian,1 variabel1 Dana1 Alokasi1 Umum1 
memiliki1 nilai1 koefisien1 regresi1 bernilai1 positif1 sebesar1 1,110. 
Adapun1 dari1 hasil1 uji1 t antara Dana1 Alokasi1 Umum1 terhadap1 
Belanja1 Daerah,1 didapat 1 nilai1 t hitung1 sebesar1 4,116  > t tabel = 





hipotesis1 2 yang1 menyatakan1 variabel1 Dana1 Alokasi1 Umum1 
berpengaruh1 positif1 terhadap1 Belanja1 Daerah1 diterima.  
 
Hal1 ini1 menunjukkan1 bahwa1 masih1 tingginya1 Dana1 Alokasi1 
Umum1 yang1 diterima1 oleh1 pemerintah1 daerah1 di tingkat 1 
karesidenan. Dana1 Alokasi1 Umum  merupakan1 dana1 transfer1 dari1 
pusat1 yang1 diperoleh1 seluruh1 pemda1 di Indonesia1 yang1 merupakan1 
alokasi1 dana1 dengan1 prosentase1 yang1 paling1 banyak1 dan1 bahkan1 
besarannya1 lebih1 besar1 dari1 Pendapatan1 Asli1 Daerah. Jadi1 
sangatlah1 wajar1 apabila1 Dana1 Alokasi1 Umum1 sangat1 berpengaruh1 
terhadap1 belanja1 daerah. Dalam1 mendorong1 pelaksanaan1 otonomi1 
daerah1 efek1 Dana1 Alokasi1 Umum1 sangat1 berperan1 penting1 dalam1 
membantu1 mengoptimalkan1 pendapatan1 suatu1 daerah1 terutama1 
daerah - daerah1 yang1 pendapatan1 aslinya1 relatif1 kecil (Rianti & 
Kurnia, 2020). 
Hasil1 penelitian1 ini1 didukung1 oleh1 penelitian dari Rianti & 
Kurnia (2020), Fadilah & Helmayunita (2020), Astuti & Mildawati 
(2019), Ekaningtias (2016), Ernayani (2017), Kurniawan, Ratnanto, 
Widodo, & Santosa (2019), Mulyati & Yusriadi (2017), Wahyuni 
& Supheni (2017) dan Amalia, Nor, & Nordiansyah (2015) yang1 
menyatakan1 bahwa1 Dana1 Alokasi1 Umum1 mempunyai1 pengaruh1 






3. Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh positif terhadap 
Belanja Daerah 
Berdasarkan1 hasil1 penelitian, variabel1 Dana1 Alokasi1 Khusus1 
memiliki1 nilai1 koefisien1 regresi1 bernilai1 positif1 sebesar1 3,194. 
Adapun1 dari1 hasil1 uji1 t antara Dana1 Alokasi1 Khusus1 terhadap1 
Belanja1 Daerah,1 didapat 1 nilai1 t hitung1 sebesar1 4,222 > t tabel = 
2,500 dengan1 sig. 0,000 lebih kecil (<) α = 0,025. Maka1 dari1 
hipotesis1 3 yang1 menyatakan1 variabel1 Dana1 Alokasi1 Khusus 1 
berpengaruh1 secara1 positif1 terhadap1 Belanja1 Daerah1 diterima. 
Hal1 ini1 menunjukkan1 bahwa1 Dana1 Alokasi1 Khusus1 
pemerintah1 daerah1 di tingkat 1 Karesidenan1 Pekalongan1 untuk1 
tahun1 2016-2019 sangat 1 berpengaruh1 terhadap1 belanja1 daerah1 
seperti1 dana1 transfer1 lainnya1 yang1 memiliki1 peranan1 dalam1 
pengalokasian1 belanja1 daerah1 di tingkat 1 Karesidenan1 Pekalongan. 
Sehingga1 diharapkan1 dapat1 mengurangi1 beban1 biaya1 kegiatan1 
khusus1 yang1 ditanggung 1 oleh1 pemerintah1 daerah1 dengan1 
pemanfaatan1 untuk1 meningkatkan1 pelayanan1 publik1 dan 
peningkatan1 sarana1 prasarana1 yang1 direalisasikan1 dalam1 Belanja 1 
Daerah (Ekaningtias, 2016). 
Oleh1 karena1 itu1 penelitian1 ini1 mendukung1 penelitian1 yang1 
sebelumnya1 dari1 Ekaningtias (2016), Ernayani (2017), Kurniawan, 
Ratnanto, Widodo, & Santosa (2019) dan Amalia, Nor, & 





menyimpulkan1 bahwa1 Dana1 Alokasi1 Khusus1 berpengaruh1 postif1 
terhadap1 Belanja1 Daerah.1 
 
4. Dana Bagi Hasil (X4) tidak berpengaruh terhadap Belanja 
Daerah 
Berdasarkan1 hasil1 penelitian, variabel1 Dana1 Bagi1 Hasil1 
memiliki1 nilai1 koefisien1 regresi1 bernilai1 negatif1 sebesar1 (-0,819). 
Adapun1 dari1 hasil1 uji1 t antara Dana1 Bagi1 Hasil1 terhadap1 Belanja1 
Daerah,1 didapat 1 nilai1 t hitung1 sebesar1 -0,170 < t tabel 2,500 
dengan1 sig. 0,866 lebih1 besar1 (>) α = 0,025. Maka1 dari1 hipotesis1 4 
yang1 menyatakan1 variabel1 Dana1 Bagi1 Hasil1 berpengaruh1 positif1 
terhadap1 Belanja1 Daerah1 ditolak. 
Hal1 ini1 menunjukkan1 bahwa1 Dana1 Bagi1 Hasil1 memiliki1 
partisipasi1 yang1 sangat 1 kecil1 dalam1 meningkatkan1 pendapatan1 
daerah1 di Tingkat 1 Karesidenan1 Pekalongan. Dana 1 Bagi1 Hasil1 
merupakan1 salah1 satu1 pendapatan1 daerah1 yang1 cukup1 minimalis1 
diperoleh1 dari1 transfer1 pusat1 yang1 bersumber1 dari1 pajak1 dan 
Sumber1 daya1 alam. Penerimaan1 tersebut 1 menggunakan1 prosentase1 
tertentu1 berdasarkan1 atas1 daerah1 penghasil (Dewi, et al., 2017). 
Hasil1 penelitian1 ini1 mendukung1 penelitian1 sebelumnya1 dari1 
Dewi, Kepramareni, & Novita (2017) yang1 menyimpulkan1 bahwa1 






5. Analisis Flypaper Effect 
Berdasarkan1 hasil1 penelitian1 menunjukkan1 bahwa1 nilai1 
signifikan1 dari1 PAD1 sebesar1 0,128 lebih1 besar1 dari1 nilai1 
signifikan1 DAU1 sebesar1 0,000. Artinya1 PAD1 mempunyai1 
pengaruh1 yang1 lebih1 kecil1 terhadap1 Belanja1 Daerah1 jika1 
dibandingkan1 dengan1 DAU. Dengan1 demikian1 dari1 hasil1 analisis1 
penelitian1 ini1 menunjukkan1 bahwa1 telah1 terjadi1 fenomena1 
flypapper effect pada1 Belanja1 Daerah1 Kabupaten/Kota1 di1 Tingkat1 
Karesidenan1 Pekalongan1 Tahun1 2016-2019. Maka1 dari1 itu1 
hipotesis1 5 yang1 menyatakan1 terjadinya1 fenomena1 flypaper effect 
terhadap1 Belanja1 Daerah1 diterima. 
Terjadinya1 fenomena1 flypaper1 effect1 menunjukkan1 bahwa1 
Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten/Kota1 di1 Tingkat 1 Karesidenan1 
Pekalongan1 memiliki1 ketergantungan1 yang1 sangat tinggi1 terhadap1 
anggaran1 yang1 diberikan1 oleh1 pemerintah1 pusat 1 untuk1 memenuhi1 
kebutuhan1 belanja1 daerahnya. Kondisi1 seperti1 ini diakibatkan1 
karena1 minimnya1 kemampuan1 dari1 pemerintah1 daerah1 dalam1 
upaya1 mengoptimalisasikan1 penggaliaan potensi1 daerah1 serta1 
selalu1 mengandalkan1 dana1 yang1 dialokasikan1 dari1 pemerintah1 
pusat1 untuk1 daerah. Sehingga1 untuk1 pemenuhan1 belanja1 daerah1 
sendiri1 menjadi1 kurang1 optimal (Fadilah & Helmayunita, 2020). 
Hasil1 Penelitian1 ini1 sependapat 1 dengan1 penelitian1 yang1 





Supheni (2017) dan Amalia, Nor, & Nordiansyah (2015) dimana 1 
penelitiannya1 untuk1 mengetahui1 apakah1 telah1 terjadi1 fenomena1 
flypaper effect pada1 belanja1 daerah1 di1 masing-masing1 Pemda. 
Hasil1 penelitiannya1 menunjukkan1 telah1 terjadi1 adanya1 fenomena 1 
flypaper effect, dikarenakan1 Pendapatan1 Asli1 Daerah1 mempunyai1  
pengaruh1 yang1 lebih1 kecil1 dibandingkan1 dengan1 Dana1 Alokasi1 
Umum1 terhadap1 besaran1 belanja1 daerah. Artinya1 Pemda1 lebih1 
banyak1 menggunakan1 dana1 transfer1 berupa1 DAU1 dari1 pemerintah1 
pusat1 untuk1 memenuhi1 kebutuhan1 belanja1 daerahnya1 apabila 1 
dibandingankan1 dengan1 menggunakan1 pendapatan1 asli1 daerahnya1 
sendiri. Ketergantungan1 Pemda1 terhadap1 asupan1 dana1 dari1 
pemerintah1 pusat1 masih1 relatif1 tinggi, kondisi1 seperti1 ini1 yang1 













KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan1 hasil1 pembahasan1 bab-bab1 sebelumnya1 yang1 telah1 
dilakukan,1 maka1 diperoleh1 kesimpulan1 sebagai1 berikut 1 : 
1. Pendapatan1 Asli1 Daerah1 tidak1 berpengaruh terhadap1 Belanja1 Daerah, 
hal1 ini1 dibuktikan1 dengan1 pengujian1 nilai1 t hitung1 = 0,410 < t tabel 
2,500 dan nilai1 signifikansi1 0,686. 
2. Dana1 Alokasi1 Umum1 berpengaruh1 positif1 terhadap1 Belanja1 daerah, 
hal1 ini1 dibuktikan1 dengan1 nilai1 t hitung1 = 4,116 > t tabel = 2,500 dan 
nilai1 signifikansi1 0,000. 
3. Dana1 Alokasi1 Khusus1 berpengaruh1 positif1 terhadap1 Belanja1 Daerah. 
Hal1 ini1 dibuktikan1 dengan1 nilai1 t hitung1 = 4,222 > t tabel = 2,500 dan 
nilai1 signifikansi1 0,000. 
4. Dana1 Bagi1 Hasil1 tidak1 berpengaruh1 terhadap1 Belanja1 Daerah. Hal1 ini1 
dibuktikan1 dengan1 nilai1 t hitung1 = -0,170 < dari t tabel = 2,500 dan 
nilai1 signifikansi1 sebesar1 0,866. 
5. Untuk1 analisis1 fenomena1 flypaper effect telah1 terjadi1 pada1 Belanja 1 
Daerah1 Kabupaten/Kota1 di Tingkat 1 Karesidenan1 Pekalongan1 tahun1 
2016-2019, hal1 ini1 dibuktikan1 dengan1 hasil1 nilai1 signifikan1 dari1 PAD1 






B. Saran Penelitian 
Berdasarkan1 hasil1 dari1 kesimpulan1 di atas1 maka1 saran-saran1 yang1 
dapat1 diberikan1 penulis1 dalam1 penelitian1 yang1 berkaitan1 dengan1 
variabel1 yang1 diteliti1 adalah1 sebagai1 berikut 1 :  
1. Disarankan menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel 
lain contohnya seperti, penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, sisa 
lebih pembiayaan anggaran maupun variabel non-keuangan seperti 
perilaku pemerintah daerah dan perubahan regulasi pemerintah 
daerah. 
2. Disarankan untuk menambah periode penelitian dan memperbanyak 
sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap 
populasi yang dipilih dan mengambil sempel selain kabupaten/kota 
yang ada di Karesidenan Pekalongan.  
3. Disarankan untuk pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan 
sumber penerimaan dari pajak dan retribusi yang cukup potensial agar 
dapat dipergunakan untuk keperluan daerah terutama bagi 
kesejahteraan masyarakat daerah. 
4. Disarankan untuk pemerintah daerah harus bisa mengurangi 
pengeluaran yang tidak begitu penting, hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan 
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Tabel PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan 






Tahun PAD DAU DAK DBH Belanja Daerah 
1 Kab. Batang 
2016 209.957.224.673 790.848.000.000 203.973.000.000 36.645.424.250 1.560.785.339.317 
2017 219.807.128.307 779.010.049.000 180.074.001.260 34.380.887.067 1.563.181.721.381 
2018 237.547.973.048 781.383.387.000 231.124.509.384 36.199.222.279 1.687.215.725.890 
2019 245.836.087.092 817.365.659.000 241.894.552.158 31.712.052.345 1.755.066.560.019 
2 Kab. Brebes 
2016 339.156.506.771 1.339.380.000.000 361.801.000.000 45.826.698.841 2.946.264.227.640 
2017 523.660.773.732 1.317.061.804.000 400.887.743.562 36.642.276.057 2.767.377.461.022 
2018 346.907.972.510 1.321.798.057.000 398.599.759.143 32.660.114.961 2.825.364.002.156 




2016 310.572.982.846 926.571.000.000 222.507.000.000 33.291.841.011 1.804.968.094.241 
2017 305.394.299.061 910.294.366.000 342.930.933.787 29.653.264.014 2.037.600.968.644 
2018 311.288.143.681 915.154.037.000 346.840.785.740 26.222.395.748 2.160.758.920.323 
2019 341.344.415.575 974.248.885.000 326.171.878.810 21.533.683.417 2.183.534.790.005 
4 Kab. Pemalang 
2016 275.458.485.975 1.197.920.000.000 270.427.000.000 39.469.913.885 1.847.302.628.847 




2018 300.481.887.079 1.180.834.332.000 331.768.131.456 30.316.210.113 2.324.288.798.012 
2019 350.559.139.753 1.223.060.205.000 350.820.964.140 24.594.205.886 2.584.470.869.519 
5 Kab. Tegal 
2016 316.051.223.572 1.162.100.000.000 290.589.000.000 40.792.559.417 2.422.126.424.180 
2017 375.531.165.351 1.141.687.714.000 325.623.713.089 38.360.380.613 2.453.004.538.262 
2018 372.282.676.054 1.144.494.182.000 339.287.872.985 29.421.275.289 2.575.620.503.042 




2016 178.604.460.870 457.085.000.000 109.413.000.000 32.123.238.676 869.323.165.210 
2017 192.002.871.181 449.055.738.000 108.994.059.659 28.109.071.655 924.172.718.082 
2018 179.224.408.698 449.055.738.000 110.631.025.427 26.693.031.431 883.184.894.707 
2019 212.777.435.294 475.842.089.000 115.463.501.048 19.027.230.900 954.397.012.827 
7 Kota Tegal 
2016 287.343.472.844 490.772.000.000 165.828.000.000 31.599.100.468 1.074.738.579.562 
2017 306.830.656.135 482.150.715.000 133.603.234.143 29.186.187.399 1.017.223.991.908 
2018 275.021.448.594 482.150.715.000 94.845.070.521 25.571.473.848 916.730.788.800 





LAMPIRAN 2 (ANALISIS DESKRIPTIF STATISTIK) 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 Y 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PAD 28 178.604.460.870 523.660.773.732 305.007.378.059,26 81.873.236.211,715 
DAU 28 449.055.738.000 1.373.396.371.000 909.325.845.357,14 327.863.021.360,275 
DAK 28 94.845.070.521 473.606.164.458 260.963.739.605,75 110.489.137.613,460 
DBH 28 18.911.295.500 45.826.698.841 30.861.262.628,11 6.529.271.948,543 
BD 28 869.323.165.210 3.132.251.740.580 1.903.332.183.887,43 727.081.934.974,156 
Valid N (listwise) 28     
 
 
LAMPIRAN 3 (UJI NORMALITAS) 
 
NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=RES_2 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 











Test Statistic ,146 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,132 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 































 ,149 ,883   
PAD ,203 ,495 ,023 ,410 ,686 ,459 2,177 
DAU 1,110 ,270 ,501 4,116 ,000 ,101 9,875 
DAK 3,194 ,756 ,485 4,222 ,000 ,112 8,939 
DBH -,819 4,811 -,007 -,170 ,866 ,643 1,556 
a. Dependent Variable: BD 
 
 










1 DBH, PAD, 
DAK, DAUb 
. Enter 
a. Dependent Variable: BD 

































t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41,707 2,637  15,816 ,000 
PAD 7,242E-12 ,000 ,240 ,882 ,387 
DAU 4,143E-12 ,000 ,550 ,927 ,364 
DAK -7,497E-12 ,000 -,335 -,598 ,556 
DBH 9,983E-11 ,000 ,264 1,252 ,223 
a. Dependent Variable: LNU2I 
 
 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,986a ,973 ,968 129618535948,176 1,937 
a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X3, Lag_X1, Lag_X2 
b. Dependent Variable: Lag_Y 
 
 
















 ,149 ,883   
PAD ,203 ,495 ,023 ,410 ,686 ,459 2,177 
DAU 1,110 ,270 ,501 4,116 ,000 ,101 9,875 
DAK 3,194 ,756 ,485 4,222 ,000 ,112 8,939 
DBH -,819 4,811 -,007 -,170 ,866 ,643 1,556 

























1 DBH, PAD, 
DAK, DAUb 
. Enter 
a. Dependent Variable: BD 



























27    
a. Dependent Variable: BD 














 ,149 ,883 
PAD ,203 ,495 ,023 ,410 ,686 
DAU 1,110 ,270 ,501 4,116 ,000 
DAK 3,194 ,756 ,485 4,222 ,000 
DBH -,819 4,811 -,007 -,170 ,866 









(Constant) PAD DAU DAK DBH 
1 1 4.830 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .118 6.406 .06 .00 .01 .04 .06 
3 .035 11.729 .07 .32 .02 .00 .25 
4 .012 19.730 .76 .66 .00 .14 .28 
5 .005 30.482 .12 .02 .96 .82 .41 




















 -1,442 ,162 
PAD ,954 ,606 ,107 1,573 ,128 
DAU 1,976 ,151 ,891 13,054 ,000 























LAMPIRAN 10 (TABEL UJI T) 
 
 
